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 ﴾۱٣۰﴿ال َمرا  
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan   
berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu 








































Dalam skripsi ini akan dibahas tentang analisis hukum Islam Terhadap Pelaksana 
Hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec.Kaloran Kab. Temanggung. 
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pandangan hukum Islam terhadap tambahan yang disebut sebesar 1,5% per bulan dan  
penerapan sistem Tanggung Renteng pada pelaksanaan hutang-piutang di Unit 
Pengelola Kegiatan Kec. Kaloran Kab. Temganggung tersebut. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Field Research, yaitu 
penelitian lapangan. Jenis penelitian semacam ini digunakan untuk mengumpulkan 
data tentang sistem hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan Kec.Kaloran yang 
berkaitan dengan adanya tambahan dan sistem Tanggung Renteng yang ada 
didalamnya. 
Untuk itu permasalahan bunga (pengembalian 1,5%) dalam hal ini yang terjadi pada 
waktu pengembalian, apakah hal tersebut termasuk kategori riba atau bukan, beberapa 
pendapat mengatakan (riba) haram karena ada dalil nash tentang hal tersebut dan ada 
pula yang mengatakan boleh karena ada dasar saling tolong menolong ( ta'awun). 
Menurut beberapa pendapat yang menyatakan tentang tambahan yang bagaimanakah 
yang diharamkan (riba). Menurut Muhammad Abduh (w. 1905) dan muridnya, 
Muhammad Rashid Ridha, ketika  menjelaskan bentuk riba yang dilarang pada masa 
pra-Islam, mereka menegaskan bahwa riba pada masa pra-Islam dipraktekkan dalam 
bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah melewati batas 
tempo pembayaran, sehingga mengalami penangguhan yang menyebabkan 
meningkatnya pembayaran hutang tersebut.  
Dalam Munas Ulama' di Bandar Lampung pada tahun 1992, Nahdlatul Ulama' 
menetapkan tiga aspirasi yang berkembang dikalangan ulama' mengenai hukum 
bunga : 1. Hukumnya haram berdasarkan Qiyas terhadap riba. 2. Hukumnya halal 
berdasarkan al-maslahah. 3. Subhat. 
Quraisy Syihab (tokoh mufassir Indonesia) setelah menganalisis banyak hal yang 
berkaitan dengan ayat-ayat riba menyimpulkan illat keharaman riba adalah al-Dzulm 
(aniaya). Menurutnya yang diharamkan adalah bunga atau tambahan yang dipungut 
secara dzulm (penindasan dan pemerasan) tidak semua bunga. 
Dan  menurut Tarjih Muhamdiyah dalam muktamarnya di Sidoarjo 1989 menyatakan 
bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya, 
demikian juga sebaliknya, termasuk dalam kategori Mutasyabihat. 
Menyikapi praktek hutang-piutang yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
Kaloran, jasa atau bunga pinjaman sebesar 1,5 % per bulan adalah sebagai sesuatu 
yang sah dan diperbolehkan menurut hukum. Yang mana dalam hal ini penggunaan 
bunga tersebut oleh UPK digunakan atau dialokasikan untuk penghapusan kredit yang 
macet untuk digulirkan bagi kelompok yang lain yang belum mendapat dana 
pinjaman tersebut, dan selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosial yang 
bermanfaat  untuk masyarakat atau nasabah. Di samping itu pemungutannya pun tidak 
secara Dzulm (aniaya atau penindasan), Dan sistem Tanggung Renteng yang dipakai 
Unit Pengelola Kegiatan Kec. Kaloran Kab. Temanggung dalam Istilah Fiqih disebut 
dengan Dhaman atau kafalah, dan dalam pelaksanaannya diperbolehkan menurut 
hukum karena sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun yang ada di dalam 
transaksi hutang-piutang tersebut. keberadaan UPK dirasa banyak memberikan 
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A. Latar Belakang 
Manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai mahluk sosial, sehingga 
di dalam kehidupannya sehari-hari perlu berhubungan dengan manusia lain,     
sehingga manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya 
mereka saling menolong, tukar menukar kebutuhan dan keperluan dalam 
segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, 
sewa menyewa, pinjam meminjam, bercocok tanam atau perusahaan-




Seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini, peran manusia sebagai 
mahluk sosial untuk saling membantu sangatlah di butuhkan, terutama di 
dalam masalah ekonomi, karena sejak jatuhnya perekonomian bangsa kita 
akibat dari krisis ekonomi, kehidupan masyarakat kita serba susah dan serba 
kekurangan di dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari semua 
ini juga disebabkan akibat dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan 
yang membuat naiknya semua harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang 
terlalu tinggi, sehingga di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya 
pun, kadang-kadang tidak dapat dicukupkan dengan harta benda yang telah 
dimilikinya, dan biasanya bagi seseorang yang merasa kebutuhan harta 
                                                 
1
  Sulaiman Rasyid, "Fiqh Islam, " Bandung :  Sinar Baru Algensindo, 2002, hal.17 
 2 
bendanya tidak tercukupi sedangkan kebutuhannya telah mendesak maka 
untuk mengatasi hal ini kadang seseorang sering berhutang kepada orang lain 
baik hutang itu berupa uang atau berupa barang yang akan di bayar gantinya 
pada waktu yang lain, sesuai dengan ketentuan yang menjadi persetujuan dua 
pihak yang bersangkutan.  
Melihat keadaan sosial dan ekonomi masyarakat sekarang ini sebagai 
mana yang dijelaskan diatas, peran pemerintah sangat diharapkan masyarakat 
dalam membantu memulihkan stabilitas dalam bidang ekonomi dan swadaya 
masyarakat yang lain, maka untuk mengatasi hal ini pemerintah telah 
mencanangkan sebuah program guna membantu memulihkan, dan 
mengembangkan kesejahteraan masyarakat, yang mana dalam pelaksanaannya 
telah dimulai dan di gerakkan di tingkat-tingkat kecamatan yang disebut 
dengan program pengembangan kecamatan (PPK), yang didalam 
pengelolaannya dijalankan oleh sebuah institusi lokal di tingkat kecamatan 
yang disebut juga dengan nama Unit Pengelola Kegiatan (UPK). 
UPK dibentuk untuk kepentingan operasional PPK, untuk menjamin 
proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, yang 
didalam kepengurusannya dipilih oleh masyarakat melalui perwakilannya di 
forum Musyawarah Antar Desa (MAD), yang kemudian ditetapkan dan 
disahkan dengan surat keputusan Camat atas nama Bupati, yang berfungsi 
untuk mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)-PPK yang pada 
prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan indek Pembangunan Manusia 
(IPM) yang meliputi aspek kegiatan sarana/prasarana, pendidikan, kesehatan, 
 3 
dan dana bergulir UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan SPP (Simpan Pinjam 
untuk kelompok Perempuan) yang dikelola dalam kegiatan pinjaman kepada 
masyarakat.
2
    
Ajaran syari’at Islam secara implisit telah menggariskan penyelesaian 
terhadap semua masalah kehidupan, dalam bidang hukum syari’ah juga 
mengatur dalam berbagai hukum yang diantaranya adalah hukum muamalah. 
Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak Islam dengan hukum 
muamalahnya memperbolehkan hutang-piutang atau pinjam-meminjam 
dengan konsekwensi wajib mengembalikan. Utang-piutang adalah merupakan 
hal yang kadang-kadang diperlukan dalam hidup sehari-hari, maka Islam 
memberikan peraturan-peraturan tentang masalah ini, Islam menggembirakan 




 Sebagaimana firman Allah SAW : 
ْثْر َواْلُعْدَوانر  ِّ َوالت َّْقَوى َوال تَ َعاَونُوا َعَلى اْْلر  (٢)المائدة:  َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبر
Artinya : "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 
taqwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan 
permusuhan .."(Al-Maidah ayat 2).
4
 
   
Dengan menitik beratkan pada "memberi pertolongan" itu dapat 
difahamkan bahwa hutang-piutang menurut ajaran Islam tidak dibenarkan 
bersifat memberatkan atau menarik manfaat dari pihak yang berhutang karena 
                                                 
2
 Departemen Dalam Negeri "Tim koordinasi program pengembangan kecamatan" 
Jakarta ,2005 hal.1  
3
 Ahmad Azhar Basyir M.A "Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang dan gadai" 
Bandung : PT. Al-Ma'arif, cet-ke 2, 1983, hal.35   
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Yayasan Penyelenggaraan 
Penterjemah Al-Qur;an, Semarang : CV Toha Putra, 1989, hal. 142 
 4 
kaidah hukum Islam menetapkan " setiap pinjaman yang memungut tambahan 
adalah riba"
5
, bahkan dalam ajaran Islam berkecenderungan untuk memberi 
kelonggaran-kelonggaran apabila yang berhutang benar-benar tidak mampu,       
Manusia pada satu waktu tertentu pasti akan mengalami kondisi 
pasang surut perekonomian. Untuk menjembatani hal ini maka syari’at Islam 
memberikan aturan yang amat simpatik bagi keduanya dalam soal hutang-
piutang, hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 
اتر َّ  يَا أَي َُّها  َُ ُْم  تُ َّ ب َّْ ْ َن ُْ تُُهوُو َوْلَْ ُْ ََ ى ى اَ ا ٍ مُّ الَّذريَن آَمُنواْ إرَذا َتَدايَنُتم برَدْيٍن إرََل َأَج 
 (٢۸٢)الهقرة :   براْلَعْدلر 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu 
menuliskannya dengan benar-benar.(Al-baqarah ayat 282)
6
   
 
Kalau pinjam uang, orang berfikirannya sehat pada umumnya akan 
meminjam untuk tujuan tertentu yang bernilai produktif, atau usaha yang 
untuk membayar bunga agar tingkat bunga itu lebih rendah dari tingkat laba 
yang dicapai dalam usaha yang direncanakan lebih dahulu.
7
 
Seperti yang telah ada pada masyarakat Kecamatan Kaloran kabupaten 
Temanggung, secara umum masyarakat di kecamatan Kaloran ini bertaraf 
hidup relatif baik dengan tingkat kemiskinan yang tidak terlalu tinggi akan 
tetapi tampaknya masyarakat kecamatan Kaloran ini dipandang masih layak 
                                                 
5
 Abu Sura'I Abdul Hadi MA. "Bunga bank dalam Islam" Surabaya :  Al-Ikhlas, th 1993, 
hal. 131   
6
 Op Cit,  hal. l88 
7
 Syafruddin Prawiranegara, Ekonomi dan keuangan makna ekonom islam, Jakarta : 
CV.Haji masagung,1988,hlm. 314 
 5 
mendapatkan perhatian lewat sebuah program pemerintah melalui Program 
Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam hal ini di harapkan kedepannya 
mampu mengatasi segala permasalahan yang di hadapi penduduknya selain 
masalah kemiskinan dan ekonomi. Dan upaya ini dijalankan lewat sebuah 
institusi lokal yang menguat di tingkat kecamatan yang disebut Unit Pengelola 
Kegiatan (UPK). 
UPK dalam hal ini sebagai pengelola kegiatan di kecamatan Kaloran 
yang dibentuk oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengelola dana 
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)- PPK, yang dapat di alokasikan untuk 
berbagai jenis kegiatan yang mencakup kegiatan sarana/ prasarana, 
Pendidikan, kesehatan, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan (SPP) Simpan 
Pinjam untuk kelompok Perempuan  (dana bergulir). 
Dengan menggunakan keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD) 
sebagai landasan aspek hukum operasional yang dikuatkan oleh Surat 
Penetapan Camat atas nama Bupati, UPK juga menggunakan penguat aspek 
hukum yang dapat di gunakan dalam penguatan kelembagaan yang tercantum 
dalam peraturan daerah (Perda)
8
           
Kecamatan Kaloran berada di sebelah Utara Pusat Kota Temanggung, 
sebenarnya lokasi yang strategis ini merupakan potensi untuk 
mengembangkan usaha penduduknya dalam pengolahan kekayaan alam yang 
ada di daerah tersebut, maka keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
sangat diperlukan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi 
                                                 
8
 Departem,en Dalam Negeri RI, Penjelasan X Pengelolaan dana bergulir, Jakarta : Tim 
koordinasi pengembangan kecamatan, th. 2005   
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permasalahan yang menghambat perkembangan usaha dan perekonomian 
penduduk setempat, baik itu untuk masa sekarang maupun masa yang akan 
datang. 
Unit Pengelola Kegiatan kecamatan Kaloran Temanggung ini, yang 
dalam pengelolaan dana bergulirnya yaitu antara UEP (Usaha Ekonomi 
Produktif) dan SPP (Simpan pinjam untuk kelompok perempuan) yang 
dikelola UPK dengan bentuk kegiatan  hutang-piutang atau pinjam-meminjam, 
akan tetapi dalam pelaksanaannya dalam proses pengembaliannya pihak yang 
berhutang dikenakan biaya jasa administrasi yang besarnya 1,5 % per bulan 
dari jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah / peminjam, selain itu 
juga apabila dalam angsurannya mengalami kemacetan maka akan dikenakan 
denda sebesar 1 % perhari dari jumlah tunggakan pokok pada bulan tersebut, 
dan juga bagi masyarakat yang akan menghutang tidak bisa menghutang 
secara individu atau sendiri-sendiri melainkan harus masyarakat yang 
mempunyai anggota minimal 5 orang, dan juga dalam pelaksanaan hutang-
piutang tersebut pihak nasabah (kelompok) diberlakukan menggunakan sistim 
tanggung renteng atas hutangan yang telah diberikan oleh pihak UPK tersebut.  
Dengan adanya tambahan dalam pengembalian yang telah ditentukan 
oleh pihak UPK kepada nasabah (kelompok peminjam) dan system tanggung 
renteng yang telah diberlakukan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
kepada kelompok peminjam dalam pengelolaan dana Bantuan Langsung 
Masyarakat (BLM) yang seharusnya disalurkan dengan tanpa memberatkan 
masyarakat, oleh sebab itu muncul pertanyaan, apakah pihak yang berhutang 
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atau dalam hal ini masyarakat setempat khususnya Masyarakat Kaloran 
merasa dirugikan dengan adanya tambahan dalam pengembalian tersebut?. 
Bagaimanakah Pandangan Hukum terhadap pelaksanaan hutang-piutang 
tersebut yang mana pada dasarnya pinjaman tersebut di pergunakan sebagai 
modal usaha atau usaha produktif. Dan Bagaimanakah pandangan hukum 
islam terhadap hutang-piutang dengan sistem tanggung renteng? 
Berangkat dari hal ini penulis ingin meneliti lebih jauh lagi, terhadap 
pelaksanaan hutang-piutang yang telah diaplikasikan di dalam Unit Pengelola 
Kegiatan (UPK) tersebut, sehingga akan di peroleh gambaran yang jelas 
mengenai system pelaksanaan yang terdapat didalamnya, dan bagaimanakah 
Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan hutang-piutang di lembaga 
tersebut dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hutang-
Piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kaloran Kabupaten 
Temanggung. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa 
pokok masalah yang akan di jadikan arah pembahasan bagi penulis dalam 
melaksanakan penelitian ini. Adapun yang menjadi pokok permasalahan 
adalah sebagai berikut :  
1. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam terhadap tambahan 1,5 % per 
bulan dalam pelaksanaan hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan 
Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung? 
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2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap system tanggung 
renteng dalam pelaksanaan hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan 
(UPK) Kec.Kaloran Kab. Temanggung ?     
C. Tujuan Penulisan Skripsi 
Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  
1. Untuk memberikan jawaban dalam hukum Islam terhadap tambahan 1,5 % 
dalam pelaksanaan   hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
Kec. Kaloran Kab. Temanggung                           
2. Untuk memberikan uraian tentang sistem tanggung renteng dalam 
pelaksanaan hutang-piutang di Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kec. 
Kaloran Kab. Temanggung 
D. Telaah Pustaka 
Dalam studi pustaka ini penulis ingin membahas lebih jauh tentang 
Pelaksanaan hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan Kec. Kaloran Kab. 
Temanggung, karena apakah selama ini pelaksanaan hutang-piutang yang 
telah berjalan sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam atau malah 
sebaliknya? Apakah Kegiatan hutang-piutang yang selama ini dijalankan Unit 
Pengelola Kegiatan Kec. Kaloran Kab. Temanggung terlepas dari praktek-
praktek muamalah yang di larang oleh hukum Islam?  
1. Dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi, yaitu karya Ismail yang 
berjudul, Tinjauan hukum Islam terhadap hilah hukum hutang piutang di 
kecamatan tanjung Kab. Brebes. Dalam pembahasan skripsi tersebut 
membahas tentang pelaksanaan hutang piutang di Kec.Tanjung Kab. 
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Brebes, yang dalam pelaksanaannya mengandung hilah hukum, dan dalam 
pembahasan skripsi tersebut juga menyimpulkan bahwa, cara-cara 
pelaksanaan hutang-piutang di kec. Tanjung tidak bersifat memberi 
pertolongan tetapi bertindak banyak merugikan orang lain, yang dalam 
prakteknya dapat merugikan salah satu pihak (muqtarid), dan hilah 
hutang-piutang dikecamatan Tanjung tersebut sengaja bertujuan ke arah 
yang haram, karena dengan hilah itu mengakibatkan kerugian orang lain, 




2. Dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi karya Kurniati Afni yang 
berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pinjaman dana P2KP (Proyek 
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) di desa Kutoharjo kec. 
Kaliwungu kab. Kendal.” Dalam pembahasan skripsi tersebut 
menyimpulkan bahwa dalam pinjaman dana P2KP dikategorikan qordh 
yaitu suatu bentuk transaksi utang-piutang yang didalamnya bertujuan 
tidak untuk mendapatkan laba atau keuntungan, dan menyimpulkan bahwa 
transaksi qardh dalam P2KP adalah diperbolehkan berdasarkan hadis nabi 
bahwa nabipun pernah melakukan transaksi qardh.
10
   
3. Dan dalam sebuah risalah yang di susun oleh Abdul Malik yang 
membahas tentang  Tinjauan hukum Islam tentang kelebihan pembayaran 
dalam utang-piutang. Dalam risalah tersebut menjelaskan bahwa      
                                                 
9
  Ismail “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hilah Hukum Hutang-putang di Kec,Tanjung 
Kab.Brebes” Semarang, Fakultas Syari’ah IAIN W.S. Th.1985 
10
 Kurniati Afni “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman dana P2KP” (Proyek 
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal”, Semarang 
Fakultas Syari’ah IAIN W.S. Th. 2008  
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pembayaran utang yang ditimbulkan dari utang untuk keperluan produktif 
dan hutang untuk keperluan konsumtif, dan dari hasil analisa 
menyimpulkan bahwa kelebihan pembayaran yang terjadi pada utang-
piutang yang bersifat konsumtif hukumnya termasuk riba, kecuali 
kelebihan itu berasal dari kehendak si berhutang tanpa adanya perjanjian 
lebih dahulu. Dan pembayaran kelebihan yang terjadi pada utang-piutang 
yang bersifat produktif dimana pihak berhutang telah keuntungan dengan 
pinjaman tersebut maka hal ini diperbolehkan .
11
   
4. Selain itu pula penulis juga merujuk dari skripsi yang disusun oleh Dwi 
Anugerah tahun 2006 tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga 
Simpan-Pinjam (Studi Kasus Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Koperasi 
“Fastabiq” Rumah Sakit Roemani Semarang. Menyimpulkan bahwa 
pelaksanaan Simpan Pinjam Di Koperasi tersebut masih bersifat 
konvensional dengan kreteria adanya bunga yang terdapat dalam 
Simpanan dan Pinjaman Di dalam Koperasi tersebut. Dan bunga yang 
terdapat didalamnya adalah terdapat unsur riba dimana terdapat tambahan 
(bunga) sebagai imbalan atas tempo pembayaran dalam setiap 
pengembalian simpanan atau pinjaman tersebut, dan hukum bunga yang 
ada dalam koperasi tersebut adalah haram/ tidak diperbolehkan.   
Berdasarkan literature yang di jelaskan diatas, maka menurut penulis 
pelaksanaan hutang piutang dalam kegiatan muamalah yang lebih luas lagi 
perlu mendapatkan kajian yang mendalam dengan tujuan mendapat kepastian 
                                                 
11
 Abd. Malik “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kelebihan Pembayaran dalam Utang-
Piutang” Semarang, Fakultas Syari’ah IAIN W.S. Th.1982 
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mengenai kedudukan orang yang meminjam, dalam hal ini masyarakat 
Kec.Kaloran yang melakukan pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, untuk mengembangkan produksi 
mereka yang sangat membutuhkan modal yang tidak sedikit. Karena hal ini 
memang program dari pemerintah lewat PPK (Program Pengembangan 
Kecamatan) yang mana dijadikan solusi pemerintah untuk mengatasi 
permasalahan Ekonomi masyarakat dan pada prakteknya semua PPK yang 
dalam program kegiatannya dijalankan oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan). 
UPK sebagai Unit pengelola kegiatan ditingkat kecamatan yang dalam 
penyaluran dana bergulirnya   bersifat pinjaman atau hutangan yang berupa 
uang dan dalam pelaksanaannya pun sama yaitu tetap membebankan biaya 
tambahan atau dalam Istilah UPK Biaya administrasi. Dan mengenai besarnya 
tambahan adalah 1,5 % Per bulan. Akan tetapi dengan karakteristik 
masyarakat kecamatan Kaloran yang masih sangat mengharapkan keberadaan 
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tersebut, untuk bisa memberikan pinjaman 
kepada mereka. Diantara beberapa alasan ini maka penulis bermaksud untuk 
mengadakan penelitan guna mencari pemecahan diantara beberapa masalah 
yang tersebut diatas. 
Dan sampai saat ini belum ada seseorang yang melakukan penelitian 
dalam lembaga tersebut tentang hal yang serupa, untuk itu penulis berusaha 
untuk melakukan penelitian dan diharapkan yang nantinya dapat memperoleh 
suatu kepastian tentang Pelaksanaan hutang-piutang yang diperbolehkan oleh 
Islam.          
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E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 
yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat 
tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun 
lembaga pemerintahan.
12
 Jenis penelitian ini di gunakan untuk 
mengumpulkan data tentang Pelaksanaan Hutang-piutang di unit 
Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai obyek penelitian.  
2. Sumber Data 
Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subyek dari 
mana data dapat diperoleh. Secara umum dalam penelitian biasanya 
sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder.  
A. Data Primer 
Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang 
diperoleh secara langsung dari sumber data lapangan yaitu data yang 
diperoleh dari masyarakat, dalam hal ini adalah.
13
 : 
a. Kepala bagian pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. 
Kaloran Kab. Temanggung.. 
b. Bagian bendahara, pemasaran dan pengelola, Unit Pengelola 
Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran Kab. Temanggung. 
c. Anggota pengurus dan para konsumen/ nasabah. 
                                                 
12
  Sumadi Suryabrata, “Metodologi Penelitian”, Jakarta : PT. Raja Grafindo, Cet. Ke-11, 
1998,hal. 22 
13
 Soerjono Soekamto “ Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta : Universitas Indonesia, 
Cet.,1942,  hlm.51 
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d. Masyarakat setempat (tokoh masyarakat dan tokoh agama). 
B. Sumber Data Sekunder 
Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang 
diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen-dokumen, dan 
lainnya dan tentunya yang berhubungan dengan Hutang-piutang. Data 
ini sebagai data awal sebelum peneliti terjun kelapangan.
14
 
3. Metode Pengumpulan Data 
A.  Metode Observasi 
Adalah metode dengan pengamatan yang dilakukan dengan 
sengaja, sistematis mengenai  fenomena sosial dengan gejala-gejala 
psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Pada dasarnya Metode 
observasi ini digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan 
fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang mana dengan 




B. Metode Wawancara (Interview) 
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 
bertanya langsung (berkomunikasi) dengan responden, sehingga akan 
tercipta proses interaksi antara responden dengan pewawancara 
                                                 
14
 Ibid  
15
 P. Joko Subagyo, “Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek” Jakarta : PT. Rineka 
Cipta, cet-1, 1991, hlm.63  
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(peneliti). Adapun responden yang akan penulis ajukan beberapa 
pertanyaan tersebut antara lain 
16
:  
1. Kepala pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran 
Kab. Temanggung 
2. Anggota pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran 
Kab. Temanggung 
3. Pejabat Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung 
4. Tokoh-tokoh masyarakat atau ulama' Kecamatan Kaloran 
Kabupaten Temanggung 
5. Terhadap masyarakat (nasabah) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
Kec. Kaloran Kab. Temanggung 
C. Metode Dokumentasi 
Metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal 
atau variabel yang berupa catatan transkip buku, pada dasarnya 
sebagian besar data adalah berbentuk surat-surat, catatan harian 
majalah, notulen, laporan dan sebagainya, dalam penggunaan dokumen 
yang penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-
sumber lain.
17
 Namun dibutuhkan penelusuran yang sistematis 
terhadap dokumen yang diperoleh untuk memeriksa dan memahami 
data-data yang ada sehingga penulis akan terhindar dari salah satu arah 
                                                 
16
 Masri Sianga rimbun, Sofian Efendi ”Metode Penelitian Survai” Jakarta : LP3ES, cet-
6, 1985, hlm.144   
17
 Burhan Bungin,  “Metodologi Penelitian kuantitatif ,Komunikasi, Ekonomi, dan 
Kebijakan Publikserta Ilmu-Ilmu Sosoial Lainnya”, Jakarta : Fajar Interpratama Offis, cet-2, 2006, 
hlm.122   
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oleh bukti dokumenter yang diperoleh dan akan lebih kritis dalam 
menginterprestasikan kandungan yang terdapat dalam dokumen. 
4. Metode Analisis Data 
Analisis dalam penelitian adalah merupakan proses penelitian 
yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang penulis 
dapatkan akan nampak manfaatnya dalam memecahkan masalah 
penelitian dan mencapai tujuan akhir
18
 
Setelah data terkumpul maka penulis akan melakukan richeck data 
dari hasil lapangan, sesuai dengan permasalahan, lalu dianalisis dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan kasuistis di lapangan 
kemudian di generalisasi dalam bentuk kesimpulan yang bersifat umum. 
F. Sistematika penulisan  
Untuk mendapatkan gambaran isi skripsi secara keseluruhan maka 
penulis   akan menguraikan secara global, dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I  : Pendahuluan  
Dalam bab ini penulis akan uraikan latar belakang, 
perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.        
BAB II  :  Konsep Dasar Hutang-piutang dalam Islam 
Dalam bab ini akan dimuat antara lain: Pengertian 
Hutang-piutang, dasar hukum Hutang-piutang, rukun dan Syarat 
Hutang-piutang, Riba dalam Hutang-piutang, Konsep kafalah 
                                                 
18
  P. Joko Subagyo, Op.cit. hlm.104 
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dalam hutang-piutang dan Pendapat Ulama’ terhadap 
pelaksanaan Hutang-piutang untuk usaha. 
BAB III  : Sistem Pelaksanaan Hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan 
(UPK) Kec. Kaloran Kab. Temanggung 
Dalam bab ini dimuat tentang gambaran umum 
Kecamatan Kaloran yang akan menjelaskan tentang kondisi 
letak geografis dan Demografi Kec. Kaloran, yang didalamnya 
juga akan menjelaskan tentang sekilas Profil Unit Pengelola 
Kegiatan (UPK) Dan Sistem Pelaksanaan Hutang-piutang yang 
selama ini di praktekkan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. 
Kaloran. 
BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Hutang-
piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran. 
Dalam bab ini akan membahas data dari temuan 
lapangan yang meliputi analisis Sistem Pelaksanaan Hutang-
piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran 
Temanggung. Yang di dalam pelaksanaan hutang-piutang 
tersebut terdapat tambahan 1,5 % per bulan, dan terdapat sistem 
Tanggung Renteng yang diterapkan oleh pihak UPK kepada 
nasabah.  
BAB V  : Penutup 
Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran-
saran dan penutup. Dan psada bagian akhir berisi lampiran-
lampiran dan daftar pustaka.        
17 
BAB II 
KONSEP DASAR HUTANG-PIUTANG DALAM ISLAM 
 
A. Pengertian Hutang-Piutang 
Pengertian hutang-piutang yang akan penulis kemukakan disini ada dua 
pengertian. Pengertian dari segi Etimologi (bahasa) dan pengertian dari segi 
terminology (istilah) para ulama. 
Dalam fiqh istilah hutang-piutang diistilahkan dengan  ضالقر  \ دين   
1.  Pengertian Hutang-Piutang menurut Etimologi (bahasa) 
Menurut Sayid Bakri Al-Dimyati,
1
 dalam I'anath Thalibin, 
pengertian hutang- piutang menurut bahasa yaitu  
رض لغة القطعالق   
Artinya : Al-Qardlu secara bahasa berarti "putus". 
Dari kata  قرض  yang bermakna قطع  (putus) dari masdar قرضا .
2
 
2. Pengertian Hutang-Piutang Menurut Istilah 
Menurut Sayid Bakri bin Muhammad Syato Al-Dimyati dalam 
I'anath Thalibin mengatakan : 
 3   متليك الشيئ على ان يرد مثله
Artinya: Memberikan sesuatu hak milik yang nantinya harus dikembalikan 
dalam keadaan yang sama". 
Sedangkan menurut Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi: “hutang-piutang 
adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada 
                                                         
1
 Sayid Bakri Al-Dimyati, I'anaih Al-Thalibin, Jus III, Al-Ma'arif, Bandung : hlm. 48 
2
 Warson Munawwir “Kamus Al-Munawir” Surabaya, Cet ke-4, th. 1997. hlm.1108  
3
 Sayid Bakri Al-Dimyati. Op.Cit., hlm. 50 
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yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak 
kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada 





Menurut Chairuman Pasaribu Pengertian hutang-piutang ini juga 
sama pengertiannya dengan "Perjanjian pinjam-meminjam", yang 
dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang 
mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: 
"Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang 
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 




Menurut H.M. Anwar juga menjelaskan bahwa Qardh yaitu: 
memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan 
lagi semisalnya, tetapi bukan barang tersebut dan kalau yang dikembalikan 
barang tersebut, bukan qardh melainkan ariyah / pinjam meminjam.
6
 
Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqih Islam 
memberikan pengertian tentang hutang-piutang adalah sebagai berikut: 
hutang-Piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan 
                                                         
4
 Abu Sura'i Abdul Hadi, MA. Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap 
Masyarakat. Yogjakarta : Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil dan Pustaka LSI, Cet I, 1991, 
hlm. 125 
5
 Chairuman Pasaribu. Suhrawardi K. Luhis, S.H. Hukum Perjanjian Dalam Islam. 
Jakarta : Sinar Grafika, Cet ke 1 1994, hlm. 136 
6
 M. Anwar, Fiqh Islam, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1998, hlm. 52 
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Misalnya, Si A menghutang uang dari B Rp 100,000,- Kata si B 
aku piutangkan kepada saudara Rp 100,000,- dan dijawab Si A aku terima. 
Si A dinamai : Muqtaridh (yang berutang) 
Si B dinamai : Muqridh (yang berpiutang) 
Kata keduanya : Sighah (Ijab dan Qobul).
8
 
Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam hal hutang-
piutang, harus ada satu pihak untuk memberikan haknya kepada orang 
lain, dan adanya pihak tersebut untuk menerima haknya untuk 
ditasyarufkan yang pengembaliannya ditanggungkan pada waktu yang 
akan datang. 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis dapat mengambil 
kesimpulan bahwa hutang-piutang menurut hukum Islam adalah: 
Memberikan sesuatu kepada seseorang sebagai pinjaman dengan 
perjanjian orang yang menerima pinjaman akan mengembalikan barang 
(sesuatu) tersebut setelah mampu membayar dalam keadaan yang sama.                   
B. Dasar Hukum Hutang-Piutang 
Memberi hutang adalah termasuk perbuatan kebajikan, karena pada 
prinsipnya adalah untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Bagi orang 
yang berhutang sebetulnya berhutang itu mubah. Islam tidak menganggap 
                                                         
7
 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Bandung : PT Sinar Baru Algensindo, Cet ke- 27 Edisi 
Revisi, 1994, hlm. 306 
8
 Ibrahim Lubis,Bc. Hk. Dipl. Ec."Ekonomi Islam Suatu Pengantar 11"Jakarta: Kalam 
Mulia, cet-1, 1995, hlm. 359 
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hutang sebagai perbuatan makruh, sehingga jangan sampai orang yang sedang 
dalam keadaan butuh merasa keberatan karena menjaga harga diri. Begitu pula 
Islam tidak menganggapnya sunnah, sehingga jangan sampai orang ingin 
melakukannya karena mengharapkan pahala. Jadi hutang adalah mubah, 
sehingga tidak akan melakukan hutang kecuali orang yang benar-benar 




Adapun mengenai dasar hukum di syari'atkannya hutang-piutang, disini 
penulis merujuk pada karya Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya, yang mana 
dalam memberikan dasar hukum disyari'atkannya hutang piutang beliau 
mengambil pada dua sumber yaitu  Al-Qur'an dan al-Hadits, sebagaimana 
berikut :  
a. Dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282  
ٍي   ْذ ااَِ ْذاا ي َِاياي ْي َْليَي ْذ ذ َذ  اا وى َْااأتي َُ ٍي َِااَمييٍن َدَس َيَ ااٍك مذ ِيْذ ااأ النااَآيَن َوَمِذاا ا َدَاا نَااَمايَا َ يَااأ يَيَا
 (۲۸۲)ال قرة :  لَتأَنٌ  َِأليَعمي 
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, 
tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan hendaklah 
kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara 




b. Al-qur'an Surat Al-Isro' ayat 34 
َُنذ َحَّتن يَا ايلذ  ٍَ َدالن َِألنَِت َهَي َيحي َرِذ ا َمأَل اليَيَْي مَ َْال نَاقي ْذ ا َِأليَعاي ْي ََْي َذ  َم  َغ َيشذمن ن اليَعاي َد
ئذ ال ُي  11 (٣٤ )االسراء : َتأَن َم
Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan 
                                                         
  
9
  Abu Sura'i Abdul Hadi, MA. Op.cit., hlm. 126 
10
 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggaraan 
Penterjemah, Al-Qur'an, Semarang : CV Toha Putra, 2002, hlm 59 
11
 Ibid, hlm. 389 
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cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, Dan 
penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti akan diminta 
pertanggung jawabnya." (Al-Isro': 34 ) 
 
Dalam surat Al-Isro' ini menjelaskan bahwa apabila telah diikat 
perjanjian hutang-piutang untuk jangka waktu yang tertentu, maka 
wajiblah itu ditepati dan pihak yang berhutang perlu membereskan 
hutangnya menurut perjanjian itu. Dan menepati janji adalah wajib, dan 
setiap orang bertanggung jawab akan janji-janjinya. Mengingkari janji dan 
menunda-nunda pembayaran hutang akan menimbulkan kesulitan-
kesulitan serius dikemudian hari, baik di dunia maupun di akhirat, karena 
itu barang siapa berhutang hendaklah bersegera membereskannya, supaya 
dapat hidup lebih tenang. 
c. Al-qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 : 
َو َْالأ يَيَاَاأ النَآيَن َوَمِذ ا اليَ  َامي َارَاَ  َْال اَهي ْي َر ا َل ا َشَعأََِر اللنَه َْال الشناي َُذ  اليَقئاَِاَم َْال  
ااائاَومِّاااَا الي َاييااا َااارَاَ  يَا يَْاغذااا َن َْ ي ْي ْا َْال َت ا اااطَأدذ ي ٍي َْأ َدَاا َحَللياااْذ َْ اااَ اا أ  ي ََِْه ٍي  َااا  َماااني َِهِّْ
َْاذ ا َعلَاى الياَ ِّ  نَاَعاأ َْ ْا  َارَاَ  َيني نَاعيَْامذ ْي َم ا َِ ا ُي ٍي َعاَن اليَ  ْتذ َاَم ٍي َشََِآنذ قَا يٍ  َيني  ْذ ََييرََمِن
َْاذ ا َعَلى اإَ الْانقيَ ى َْالَْ  َ  نَاَعأ ن اللناَه َشاَميمذ اليَعَقاأ انقذ ا اللناَه َد َْا َْاَن  )املأِامة  ِمْثَي َْاليعذمي
 :۲)  
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syi'ar-
syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-
bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan qurban) 
dan qala'id (hewan-hewan qurban yang diberi tanda) dan jangan 
pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; 
mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila 
kamu telah menyelesaikan Ihrom, maka bolehlah kamu berburu. 
Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka 
menghalang-halangimu dari masjidil haram, mendorongmu 
berbuat melampui batas. Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah 
 22 





Dalam ayat ini yang terpenting adalah adanya unsur "tolong-
menolong", dimaksudkan supaya tidak menimbulkan beban dan kerugian 
bagi orang lain, dalam tolong menolong seseorang (karena kesulitan) 
hendaknya diperhatikan bahwa memberi bantuan itu tidak untuk mencari 
keuntungan dan hanya sekedar mengurangi/ menghilangkannya, karena 
bertentangan dengan kehendak Allah. 
d. As-sunah 
Sedangkan dalam sunnah Rasululloh SAW. Dapat penulis 
kemukakan antara lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah sebagai berikut: 
االى ام عليااه ْساالٍ قااأل مااأمن مُاالٍ يقاارض مُاال أ  عاان اِاان مُااع د ان الِاا  
ْاَ اِن مأ ه(قراأ مرنا اال تأن تصم   13 قْاأ مرة )ِه
Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud : "Sesungguhnya Nabi Besar Muhammad 
SAW, bersabda Seorang muslim yang mempiutangi seorang 
muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu 
kali". 
 
Dalam hadist Abi Hurairah, bahwa Nabi bersabda yang artinya 
"barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu 
penderitaannya di dunia ini, maka Allah akan melepaskan dia dari salah 
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 Ibid, hal.142. 
13
 Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazidal qutni, Sunan Ibnu Majah, Jilid 2, 
Darul Fiqri, 207-275 H, hal 812 
14
 Abu Sura'i Abdul Hadi, MA, Op.cit, hlm. 126 
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C. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang 
Dalam pelaksanaan qardh / hutang-piutang terdapat bebarapa rukun dan 
syarat yang harus di penuhi. 
Secara bahasa rukun adalah kata mufrad dari kata jama’ ”Arkaana”, 
yang artinya adalah asas atau sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan 
sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan 
ibadah dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.
15
  
Adapun Syarat secara bahasa adalah asal maknanya: Janji menurut 
istilah syara’ ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya 
suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada didalam pekerjaan 
itu.
16
 Qardhpun dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang 
yang dibolehkan Syara', selain itu qardh pun dipandang sah setelah adanya 
Ijab dan qobul, seperti pada jual beli dan hibah.
17
  
Adapun rukunnya qardh  adalah sebagai berikut: 
1. Sighat Aqad (Perjanjian dua pihak yang berhutang) 
2. Orang yang berhutang dan yang berpiutang (Aqid) 
3. Benda yang di hutang kan yaitu sesuatu yang bernilai (Ma'qud alaih).18  
Sedangkan untuk syarat hutang-piutang yang berkaitan erat dengan 
rukun-rukunnya antara lain : 
Pertama, karena utang- piutang sesungguhnya merupakan sebuah 
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 M. Abdul Mujib, et al. Kamus Istilah fiqh, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1995, Cet. II. 
Hlm. 300   
16
 Ibid. hlm. 342 
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 Rachmat Syafei, MA. " Fiqih Muamalah" Bandung, CV. Pustaka setia, Cet.3, 2006, 
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  Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam,, Jakarta : Kalam Mulia,Cet-I, 1995, hlm. 360. 
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transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qobul yang jelas, 
sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafadz qardh atau yang sepadan 
dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi kecakapan bertindak 
hukum dan berdasarkan irodah (kehendak sendiri).
19
 Dan juga karena 
perjanjian hutang-piutang adalah merupakan perjanjian memberikan milik 
kepada orang lain. Pihak berhutang merupakan pemilik atas utang yang 
diterimanya. Oleh karena itu perjanjian hutang piutang juga hanya dipandang 
sah bila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak 





, harta benda yang menjadi obyeknya harus mal mutaqawwimin. 
Mengenai jenis harta benda yang menjadi obyek utang-piutang terdapat 
perbedaan pendapat dikalangan di kalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha 
mazhab Hanafiah aqad hutang-piutang hanya berlaku pada harta benda al-
misliyat, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung 
melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda al-qimiyyat 
tidak sah dijadikan obyek pinjaman seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan 
dan lain- lain. Menurut fuqaha Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah 
setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh 
diberlakukannya akad pinjaman, baik berupa harta benda al-misliyyat maupun 
al-qimiyyat. 
Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, M.A. dalam bukunya yang 
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 Ghutron A. Mas'adi, M.Ag. Fiqh Muamalah Konstektual, Jakarta : PT. Raja Grafindo 
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berjudul "Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai" menjelaskan 
bahwa obyek utang-piutang harus memenuhi syarat sebagai berikut:    
1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan 
penggunaanya mengakibatkan musnahnya benda hutang. 
2. Dapat dimiliki. 
3. Dapat diserahkan kepada yang memiliki. 




 akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu 
persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak 
muqridh (pihak yang menghutangi). 
D. Riba Dalam Hutang-Piutang 
Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia juga 
bertambah banyak dan hal ini sudah merupakan kenyataan. Mungkin pada saat 
kita berada dalam kesulitan dan pada saat kesempatan lain berada dalam 
kecukupan, oleh karena itu sebagai manusia kita diperintah oleh Allah SWT 
untuk saling tolong menolong dengan jalan membantu meringankan beban 
penderitaan orang lain yang membutuhkan bantuan kita, sebagaimana 
dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-qur'an Surat Al-Maidah Ayat : 2. 
Dengan adanya tolong-menolong tersebut dapat melembutkan hati orang 
yang mendapatkan bantuan dan dapat menyatukan jiwa bagi orang yang 
memberi bantuan karena menolong orang yang dalam kesusahan adalah 
termasuk akhlak yang baik. 
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Aqad qardh dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, 
menolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi sarana hidup 
mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula salah 
satu cara untuk mengeksploitir.
24
 Dari sinilah bahwa hukum memberi hutang 
itu adalah sunnat, bahkan dapat menjadi wajib memberi hutang terhadap orang 
yang terlantar atau orang yang membutuhkan. Akan tetapi dalam melakukan 
transaksi hutang-piutang itu kadang bisa menjadikan hal yang baik menjadi 
buruk, dan yang halal menjadi haram, ini bisa terjadi dalam pengembalian 
hutang dengan adanya kelebihan. Dan di satu sisi dalam hal hutang-piutang 
melebihkan bayaran dari pembayaran hutang adalah "Riba". 
 Sebagaimana sabda rasulullah Saw :  
ْاَ اْ ةمِفع  ر ضعن على ِهاى ام عِه قأل: تك قر  أ )ِه  اىب سل ة( ث ِنِه أْا ِِه
25 
Artinya: Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari 
macam riba. Hadist Riwayat Al-harits bin Abu Salamah. 
 
 
Secara bahasa riba (الرباا) bermakna: ziyadah ( زياا ة – tambahan ). Dalam 
pengertian lain, secara linguistic riba juga berarti tumbuh dan membesar. 
Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta 
pokok atau modal secara batil.
26
 
Di sisi lain, Allah juga memberikan aturan secara tegas dalam utang 
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piutang yang merupakan bagian dari transaksi ekonomi (mu’amalah maliyah), 
dan ketegasan aturan transaksi ekonomi tersebut tercermin dalam firman Allah 
dalam surat an-Nisa’ ayat 29 sebagai berikut; 
 ٍي ْذ ِي مِّ  اضٍ رَ ناَ  ني عَ  ة  أِهَ َتَ  نَ ي ْذ نَ  ني ال يَ دَ  كَ أطَ َ ألي َِ  ٍي ْذ َِ ياي ِاَ  ٍي ْذ الَ َ مي ا يَ ي لذ تذ أي ا ال نَ ي ِاذ امَ  نَ يي آَ أ الن اَ ياَ أَ ي
 ( ۲۹)ا اُأء:  أ  يي حَ ِهَ  ٍي ْذ َِ  أنَ تَ  ام ن دَ  ٍي ْذ َُ فذ اي يَ  اي لذ ْاذ قي الناَ َْ 
 
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 
yang beredar diantaramu secara bathil, kecuali dalam perdagangan 
yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan Jangan 





Salah satu transaksi yang termasuk baţil adalah pengambilan riba.  
Menurut penjelasan Abu Sura'i Abdul Hadi yang dinamakan riba adalah 
tambahan yang diberikan oleh  muqtaridh kepada muqridh atas pinjaman 
pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. 
Maka riba yang dimaklsud dapat diidentifikasikan sebagai berikut ; 
1. Adanya kelebihan dari pokok pinjaman. 
2. Kelebihan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas tempo 
pembayaran. 
3. Adanya jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi. Maka 
transaksi yang mengandung tiga unsur ini dinamakan riba.
28
   
Sementara itu Syafi'I Antonio (2001) _ juga menjelaskan bahwa riba 
dapat terjadi karena dua sebab yaitu riba hutang-piutang dan riba jual beli.  
Riba kelompok pertama terbagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Sedang 
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kelompok kedua riba jual beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi’ah.  
Adapun penjelasannya sebagai berikut : 
a. Riba Qardh, ialah Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang 
disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh) 
b. Riba Jahiliyyah, ialah Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si 
peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. 
c. Riba Fadhl, ialah Pertukaran dengan barang sejenis dengan kadar atau 
takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk 
dalam jenis barang ribawi.. 
d. Riba Nasi’ah, ialah Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis 
barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.
29
 
Selain itu juga Abd al-Razzaq Sanhuri, juga menjelaskan hal yang sama 
tentang macam dan bentuk riba yang diantaranya yaitu riba masa pra-Islam 
(jahiliyya), riba al-nasi'ah, riba al-fadhl, dan riba al-qardh. Abd al-Razzaq 
Sanhuri juga menegaskan bahwa larangan riba dalam semua bentuknya 
bermuara pada aspek norma, meskipun tingkat larangannya bervariasi. 
Berdasarkan alasan ini, riba tidak dapat dianggap sah  menurut hukum kecuali 
dalam keadaan terpaksa (dharuri) atau benar-benar butuh (haja), menurutnya 
riba al-jahiliyya adalah bentuk riba yang paling buruk diantara sekian bentuk 
riba, oleh karena dilarang secara mutlak.
30
 
Dan Allah SWT sudah banyak menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-
Baqarah ayat 275. 
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َِّ َالَاَك  يَاقذ مذ َن َدالالنَآيَن يَأيتذلذ َن الرَِِّأ ال اييطَأنذ َماَن اليَ ا ََ نطذهذ الشن  َتَ أ يَاقذ  ذ النَآو يَاَْ
َذ َم يَع َا َأ الي َاييعذ َمثيكذ الرَِِّأ ََْيَحكن اللناهذ الي َايياَع ََْحارنَ  الرَِِّاأ ََْ اني َ اأَء ٍي قَألذ ا َدَّنن اناذ َه ٌة َماني َِهِّاََِأ
اااأ  َ ٍي َْي ااا اااَ أ ذ الِناااأَِه هذ ي ْلَئَاااَك َي َماااني َعاااأَد َْأذ َْ ااارذَذ َدَس اللناااَه  َْيَمي  َُ ايَْاَاى َْالَاااهذ َماااأ َساااَل َْاااأ
ْنَ    (۲۷۵)ال قرة :   َخأَلمذ
Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang 
demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan 
riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia 
berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya 
dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka 




Batasan riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an itu sebenarnya tidak 
memerlukan penjelasan yang rumit, karena sebetulnya riba adalah sebagai 
bentuk transaksi yang telah dikenal oleh Non Arab. Padahal bangsa yahudi 
telah mempraktekkan riba jauh sebelum ayat di atas turun, sampai perbuatan 
itu diiventarisasi oleh Al-Quran dalam kumpulan catatan kriminal mereka 
yang digambarkan oleh Allah pada surat An-Nisa ayat 161 
ٍي  ااأَْرَيَن َمااِاياذ َْ اَأ لَلي ااَ اَل الِنااأَو َِأليَ أَطااَك َْيَعيَْاامي ٍي يَمي اا َ َل ذاا ا َعِيااهذ ََْيتي اذ َْقَاامي  ٍذ الرَِِّااأ  ااَآَه  ََْيخي
ِ أ يَلَي  أ  (۱٦۱)الُِأء :  َعَآا
Artinya: Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah 
dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta harta orang 
dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang 




Menurut Muhammad Abduh (w. 1905) dan muridnya Muhammad 
Rashid Ridha, ketika  menjelaskan bentuk riba yang dilarang pada masa pra-
Islam, mereka menegaskan bahwa riba pada masa pra-Islam dipraktekkan 
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dalam bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah 
melewati batas tempo pembayaran, sehingga mengalami penangguhan yang 
menyebabkan meningkatnya pembayaran hutang tersebut.
33
 
Berdasarkan pandangan  Abduh dan Rashid Ridha serta Ibn Qayyim, 
Abd al-Razzaq Sanhuri yang merupakan pakar hukum Islam kebangsaan 
Mesir, juga menegaskan bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat 
ganda, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 130 sebagai 
berikut : 
ٍي ناذفيَل ذ َن ﴿ال  ْذ انقذ ا اللنَه َلَعلن َْا ْ أ مذَ أَعَفة   َعأ يَأ يَيَاَاأ النَآيَن َوَمِذ ا ال نَأيتذلذ ا الرَِِّأ َياي
 ﴾۱٣۰ع ران 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya 




Keterangan ini berdasarkan bukti faktual dalam praktek riba pada 
masa pra-Islam dan juga implikasi yang ditimbulkannya sehingga menurut 
Sanhuri bunga yang tidak berlipat ganda tidaklah dilarang.
35
 
Pendapat NU mengenai bunga dapat dilihat dalam keputusan sidang 
Lajnah Bahtsul Masail. Dari berbagai sidang Lajnah Bahtsul Masail bunga 
hampir sama dengan gadai. Nahdlatul Ulama' (NU) dalam Munas Ulama' di 
Bandar Lampung pada tahun1992 menetapkan tiga aspirasi yang berkembang 
dikalangan ulama' mengenai hukum bunga : 
1. Hukumnya haram berdasarkan Qiyas terhadap riba. 
2. Hukumnya halal berdasarkan al-maslahah. 
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3. Subhat.36 
Menurut Quraish Shihab (tokoh mufassir Indonesia) setelah 
menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba menyimpulkan 
illat keharaman riba adalah al-Dzulm (aniaya), sebagaimana tersirat dalam 
surat Al-Baqarah ayat 279;  
ٍي ال  ْذ َ اَل ٍي ِهذءذْوذ يَمي ْذ ٍي َْاَل َعلذ ا َْأيَااذ ا َِبَريٍ  َمَن اللنَه ََِْهسذ لََه ََْدني ناذ يْذ ََْإني َلَي نَافي
﴾۲۷۹َن يَل ذ َن َْال نذ يَل ذ َن ﴿ال قراة   
Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan 
jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok 
hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." (QS, Al-
Baqarah: 279) 
 
Menurutnya yang diharamkan adalah bunga atau tambahan yang 
dipungut secara dzulm (penindasan dan pemerasan) tidak semua bunga.
 37
 
Selanjutnya Quraish Shihab juga menjelaskan dalam tafsir Al-
Misbahnya tentang pengertian riba, bahwa kata riba dilihat dari segi bahasa 
adalah penambahan. Sementara para ahli hukum mengemukakan kaidah, 
bahkan ada yang menilainya hadits walau pada hakekatnya ia adalah hadits 
dha'if, bahwa;  "   "(حرامكل قرض جر منفعة فهو)
"Setiap piutang yang mengundang manfaat (melebihi jumlah hutang), maka 
itu adalah haram (riba yang terlarang)."  
 
Pandangan atau kaidah ini menurut Quraish Shihab tidak sepenuhnya 
benar, karena Nabi Muhammad SAW pernah membenarkan pembayaran yang 
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melebihi apa yang dipinjam.
38
     
Adapun melebihkan bayaran dan sebanyak hutang, kalau kelebihan itu 
memang kemauan yang berhutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka 
kelebihan itu boleh (halal) bagi orang yang menghutangkannya, dan menjadi 
kebaikan untuk orang yang membayar hutang.
39
 
Melebihkan pembayaran dari jumlah yang diterima oleh Muqtaridh 
(orang yang berhutang) dapat penulis kemukakan sebagai berikut : 
1. Kelebihan yang tidak diperjanjikan 
Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh Muqtaridh (orang 
yang berhutang) dan bukan didasarkan karena adanya perjanjian 
sebelumnya, maka kelebihan itu (boleh) halal bagi Muqridh (orang yang 
memberikan hutang) hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW 
yang diriwayatkan oleh Tirmidzi adalah sebagai berikut : 
اأ  ن عان سال ة ِان تاياك ن عان  ثِأحمحمثِأ يِ  تري  .  ْتيع عن علاى ِان 
ااالى ام علياااه ْسااالٍ ساااِأ ن سااال ةاىب   عااان ار هريااارة قاااأل اساااْقرض ِهسااا ل ام 
ْقااأل حيااأِهتٍ احأسااٍِْ ق ااأء يِاا  عيُااى :  قااأل . ْااأعطى سااِأ خااسا ماان سااِه 
 40 حميث حُن ا يح . هريرةحميث يىب 
Artinya: Abu kuraib menceritakan kepada kami, Wakie' menceritakan 
kepada kami dari Ali bin Shaleh dari Salamah bin Kuhail dari 
Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata "Rasulullah Saw telah 
menghutang Onta dan kemudian beliau bayar dengan onta yang 
lebih bagus dari onta yang beliau hutang itu, dan Rasulullah 
bersabda: "Sebaik-baik kamu semua adalah yang terbaik cara 
melunasi hutangnya". Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan 
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2. Kelebihan yang diperjanjikan 
Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh yang berhutang 
kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah 
mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi pihak yang berpiutang. 
Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berhutang Saya hutangi 
engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian. 
Sabda Rasulullah SAW : 
أ ةمِفع  ر ضعن على ِهاى ام عِه قأل: تك قر  ْاَ اْ ْا ِِه اىب  ث ِنِه أ)ِه
 42 سل ة(
Artinya: Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu 
dari macam riba. Hadist Riwayat Al-harits bin Abu Salamah. 
 
Sedangkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 
mengemukakan sebagai berikut : 
دمسأعيك ِن عياأ  حامثع عْ اة ِان ايام ال ا   ثِأ حم هشأ  ِن ع أِه . حمثِأ
الر ااك مِااأ  ِاان مألااك : ااَلت يسااأ: ىي : قااأل ن عاان  اا  ِاان يىب دساا   اَهِااأ
اامى لااهييقاارض  االى ام عليااه ْساالٍ  قااأل؟  خااأَ املااأل ْي اا د: قااأل ِهساا ل ام 
ال يق لاه ن له على الاما ِاةْان يهمى له أحمتٍ قراأ ْيقرض ي اأ  ال د . ْائا يرت 
ِْيِه ْ ك الكي  43  ن يْ ن  رى ِيِه 
Artinya: Hisyam bin Anas menceritakan kepada kami, Ismail bin Aiyas 
menceritakan kepada kami, Utbah bin Khumaid Adhlobi 
menceritakan kepadaku, dari Yahya bin Abu Ishaq Al Hunai'i: Ia 
berkata saya berkata kepada Anas bin Malik: seorang laki-laki 
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dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu 
saudaranya itu memberi hadiah kepadanya, maka ia berkata: 
Rasulullah Saw Sabda apabila salah seorang dari kamu 
meminjamkan sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikkan 
diatas kendaraannya maka hendaklah jangan diterimanya hadiah 
itu kecuali hal itu telah berjalan antara keduanya sebelum itu. 
  
Berdasarkan uraian singkat di atas tentang pernyataan Al-Qur'an 
dengan diharamkannya riba maka, umat Islam harus berhati-hati dalam 
menjalankan segala praktek muamalah khususnya dalam praktek hutang-
piutang di masyarakat, karena Allah SWT dengan keras mengecam dan 
melarang praktek-praktek riba di segala kehidupan sosial masyarakat. 
E. Konsep Kafalah Dalam hutang-piutang 
Dalam perjanjian hutang-piutang, sering terjadi bahwa yang 
memberikan pinjaman (muqridh), selain meminta jaminan yang bersifat 
kebendaan (dalam syari'at Islam disebut dengan gadai) juga  meminta jaminan 
perorangan yang sering diistilahkan dengan penanggungan hutang.  
Penanggungan hutang-piutang dalam praktiknya selain dapat dilakukan 
oleh perorangan, sering juga dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan 
(Bank), dan yang terakhir ini sering disebut dengan Bank guaranty. 
Menurut ketentuan syari'at Islam penanggungan hutang ini diistilahkan 
dengan "kafalah" (menggabungkan), "dhaman" (jaminan), "hamalah" (beban) 
dan "za'amah" (tanggungan).
44
Menurut Ulama' madzhab Maliki: Dhaman, 
kafalah, dan hamalah adalah lafazh-lafazh sinonim atau semakna.
45
 
Sementara itu menurut ahli fiqih bermadzhab Hanafi kafalah diartikan 
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sebagai proses penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan ashiil 
dalam tuntutan/ permintaan dengan materi yang sama atau hutang, atau barang 
atau pekerjaan. Sedangkan imam-imam yang lainnya memberikan definisi 
dengan" menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang."
46
 
Dalam syari'at Islam perjanjian penanggungan hutang atau kafalah 
dianggap sah apabila rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Dalam hal ini 
penulis menggunakan rujukan berdasarkan keputusan Dewan Syari'ah 
Nasional Majlis Ulama' Indonesia yang menjelaskan bahwa rukun dan syarat-
syarat kafalah adalah sebagai berikut :  
1. Pihak penjamin (Kafiil). Maksudnya adalah seseorang yang mempunyai 
kewajiban untuk melakukan penanggungan kafiil ini disyaratkan harus 
berupa orang yang :  
a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat. 
b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan 
hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.  
2. Pihak orang yang berhutang (Ashiil, Makfuul'anhu) atau orang yang 
mempunyai hutang (orang yang ditanggung) dengan syarat : 
a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin 
b. Dikenal oleh penjamin  
3. Pihak orang yang berpiutang (Makfuul Lahu). Orang yang memberi hutang 
dalam kafalah disyaratkan : 
a. Diketahui identitasnya  
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b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. 
c. Berakal sehat. 
4. Obyek penjaminan (Makfuul Bihi), adalah sebagai sesuatu yang dijadikan 
sebagai jaminan atau tanggungan, dalam hal ini harus dengan syarat: 
a. Merupakan tanggungan pihak / orang yang berhutang, baik berupa 
uang, benda, maupun pekerjaan. 
b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin. 
c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin 
hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. 
d. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan)47  
Adapun mengenai dasar hukum disyari'atkannya kafalah, disini penulis 
merujuk pada Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnahnya, yang mana dalam 
memberikan dasar hukum disyari'atkannya kafalah mengambil pada tiga 
sumber yaitu  Al-Qur'an, al-Hadits, dan Ijma Ulama' yang diantaranya adalah 
sebagaimana berikut : 
a. Dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi ; 
َافيَقمذاذ َاَع اذليَ َلَك ََْلَ ن َ أَء ََِه َايكذ  ٌٍ.)قَألذ ا َْيَاَأََِه َزَعي ( 72ََِعٍس   
Artinya: Mereka menjawab, "kami kehilangan piala raja dan barang siapa 
yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan 
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b. Sabda Rasulullah SAW : 
ِفي َع يٍن اليَع يَم َمأَتأَن اليَع يمذ ِفي َع يٍن َيَخييَه.َْاللنهذ   




c. Para Ulama' berijmak membolehkannya, bahkan orang-orang dimasa 




Pertanggungan atau kafalah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu 
sebagaimana disampaikan oleh Ulama' fiqih- sebagaimana dijelaskan oleh 
Sayyid Sabiq (1988) membagi kafalah menjadi dua macam yaitu : 
a. Kafalah jiwa (bil wajhi) 
Kafalah bil wajhi lanzim juga diistilahkan dengan kafalah dengan 
jiwa, dalam hal ini ada kemestian agar pihak kafiil menghadirkan orang 
yang dia tanggung (makful lahu) 
Kafalah bil wajhi ini dibolehkan jika pertanggungan itu menyangkut 
persoalan hak manusia. Orang yang dijamin tidak disyaratkan untuk 
mengetahui persoalan, sebab kafalah ini hanya menyangkut badan, bukan 
berbentuk harta.  
b. Kafalah dengan harta 
Kafalah dengan harta ini maksudnya, perjanjian kafalah yang 
diadakan itu menyangkut pemenuhan yang bernilai benda / harta, kafalah 
dengan harta dibedakan menjadi dua kafalah bi ad-dain dan kafalah untuk 
menyerahkan. 
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1. Kafalah bi ad-dain. 
Kafalah bi ad-dain ini adalah penjaminan oleh kafiil untuk 
membayar hutang orang yang ditanggungnya. Adapun menyangkut 
sahnya pertanggungan terhadap hutang seseorang ini haruslah 
memenuhi persyaratan sebagai berikut;  
a) Hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya 
perjanjian penjaminan. 
b) Bahwa jenis barang tanggungannya harus diketahui secara jelas. 
2. Kafalah untuk menyerahkan 
Kafalah untuk menyerahkan ini adalah jaminan untuk 
menyerahkan barang atau benda sesuai dengan waktu yang 
diperjanjikan misalnya penyerahan barang terhadap pembayaran yang 
dilakukan, berarti dalam hal ini penanggung menjamin hak pembeli.
51
 
F. Pendapat Ulama’ Tentang Hutang-piutang Untuk Usaha 
Kalau ditinjau dari segi kepentingan seseorang berhutang kepada orang 
lain adalah ada dua motif, yaitu : 
1. "Berhutang sebagai bahan konsumtif, yaitu harta yang diperoleh dari 
hutang tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, 
sehingga harta tersebut habis tanpa dapat membawa keuntungan atau laba 
dan juga tidak bertambah dan biasanya pembayaran hutang semacam ini 
dibayar dengan modal yang lain. 
2. Berhutang sebagai bahan produktif, yaitu harta yang diperoleh dari hutang 
tersebut dijadikan modal untuk memperoleh keuntungan baik dengan jalan 
perniagaan maupun dengan  jalan membuat produksi, karena dengan jalan 
demikian harta itu akan sangat besar kemungkinannya untuk menjadi 
lebih banyak, sehingga harta tersebut tidak habis punah, tetapi justru akan 
bertambah. 
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Perlu kita kaji agak lebih mendalam agar tampak efek-efek yang 
ditimbulkan oleh hutang-piutang sebagai mana tersebut diatas, karena kalau 
utang-piutang itu bersifat konsumtif  maka pihak berpiutang tidak dapat 
mengharapkan atau meminta laba dari harta yang dihutangkan tadi karena 
pihak berhutang tidak mungkin mendapat laba dari harta tersebut. Sedangkan 
hutang piutang yang bersifat produktif akan sangat besar kemungkinannya 
harta tersebut akan bertambah, dalam hal ini pihak berpiutang boleh meminta 
laba dari hasil harta yang dihutangkan tersebut dari pihak yang berhutang 
sesuai dengan perjanjian bersama, karena hutang-piutang yang semacam ini 
memang dilakukan untuk memperoleh laba. Tetapi pihak berpiutang biasanya 
juga tidak lepas dari resiko-resiko yang mungkin terjadi, yaitu pihak 
berpiutang akan ikut menanggung kerugian apabila usaha produksi atau 
perniagaan tersebut jatuh pailit, namun apabila mendapat laba pihak 
berpiutang boleh menerima atau meminta labanya sebagai hasil dari 
peminjaman harta tersebut sesuai dengan perjanjian.
52
  
Sesuai dengan contoh yang diajukan oleh Rasyid Ridha tentang orang 
yang menyerahkan hartanya untuk menarik keuntungan dengan ketentuan 
bahwa sebagian tertentu dari keuntungannya itu diserahkan kepada siempunya 
harta. Ini memang yang dinamakan usaha bersama (qiradh) dan tidak saja 
termasuk dalam memakan riba.
53
   
Sebagaimana yang di jelaskan dalam buku fatwa-fatwa muamalah 
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Kontemporer terjemahan A. Syakur tentang pengalihan hutang menjadi modal 
usaha bahwa, Seseorang telah meminjam sejumlah uang kepada orang lain, 
dan setelah beberapa waktu peminjam berkata: "Saya akan gunakan uangmu 
yang ada padaku untuk usaha dagang, dan akan ku berikan sejumlah 
keuntungan kepadamu dari usaha tersebut." 
Dari kecakapan lafadh diatas, dalam kaidah fiqh disebutkan : 
 هك الع ة ِصيغ العق د يْ مبعأاياأ ؟




Pendapat Pertama : yang dihitung lafadhnya. 
Pendapat Kedua : yang dihitung maknanya. 
Dari kaidah fiqhiyah diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
menurut pendapat pertama, ucapan sebagaimana diatas menjadi akad qiradh, 
sedangkan pendapat kedua, menganggap ucapan diatas itu masih sebagai akad 
qardh (hutang-piutang)  
Menurut Ash-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani dalam bukunya Fatwa 
Muamalah As-Asyaiah yang diterjemah oleh A. Syakur tersebut, menjelaskan 
bahwa  transaksi sebagaimana diatas diperbolehkan dengan syarat si 
peminjam menunjukkan uangnya tersebut kepada orang yang meminjaminnya 
dan dengan menyaksikan bahwa uang tersebut telah berpindah statusnya dari 
hutang menjadi amanah baginya untuk kemudian dijadikan sebagai modal 
usaha dagang. Karena apabila uang tersebut masih berstatus sebagai hutang 
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kemudian ia jadikan sebagai modal usaha dagang, maka hal itu bisa 
menjadikan hutang dengan manfaat tertentu bagi orang yang meminjaminya. 
Disamping itu, ia juga harus menjelaskan jenis usaha yang akan dijalankan 
serta jangka waktunya, kemudian ia juga tidak boleh menggunakan 
keuntungan untuk diputar lagi dalam usahanya tersebut.    
Sebagai mana yang telah dijelaskan diatas bahwa pemindahan hutang 
menjadi modal usaha adalah boleh namun harus dengan syarat-syarat dan 
kesepakatan yang jelas yang sesuai menurut Islam, kegiatan muamalah seperti 
yang di uraikan diatas dalam Islam disebut Qiradh  atau Mudharabah. 
Adapun pengertian mudharabah sendiri adalah sebagai berikut: 
Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan qiradh atau 
Muqaradhah bahasa penduduk Hijas
55
. Namun pengertian qiradh dan 
mudharabah adalah satu makna.
56
  
Para imam mazhab sepakat atas kebolehannya Mudharabah atau 
Qiradh, yaitu seseorang menyerahkan modal kepada orang lain untuk 
diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama.
57
 
Menurut bahasa, mudharabah atau qiradh berarti al-qath’u 
(potongan), berjalan dan atau bepergian. 
Sedangkan menurut Istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan 
oleh para ulama’ sebagai berikut:  
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 Syeh Ibnu khosim al-bajuri, "Al-bajuri ala ibnu khosim al-ghozi"Semarang, Thoha 
putra, Juz 11, tth, hal 20 
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 Imam Taqiyuddin, "Khifayatul ahyar" Surabaya, Muhammad bin Ahmad bin nabhan 
wa'auladihi, juz 1. tth,  hal. 301   
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 Syaikh al-Allamah M. Rahmahal-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah, Terj.Abdullah Zaki 
Alkaf, “Fiqh Empat Madzhab”, HASYIM PRESS.Cet-1,2001,hal 295 
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1. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) 
saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak 
lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari 
keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang 
telah ditentukan. 
2. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak 
yang ber aqad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta 
diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. 
Maka mudharabah ialah: 
ْع ك من االخر عقم على الشرتة ىف الِرح مبأل من احم  58اجلأا ا 
“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain 
pemilik jasa”. 
 
3. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah: 
عقم ن تيك اأدِهمن ِهمن ِه  املأل لغَس على ان يِْرخبص ص الِقمين 
 59 ْالف ة()الآه  
“Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada 
yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas 
dan perak)” 
4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah: 
اااأح  املاااأل قااامِها معيِاااأ مااان مألاااه د س مااان يِْااار ْياااه  ااا ء ع اااأِهة ين يااامْع 
 60 مشأع معل   من ِهِبه
“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu 
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 Al-jaziri,” Fiqh ‘Ala madzabib al-Arba’ah “ Mesir: Attijariyatul Akbar Hal.34,35 
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 Ibid. hal.38 
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 Ibid, hal. 42 
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5. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah:  
يهعقم يقْ ى ين يم ْ  61ع شَص الخرمأال ليِْْر
“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang 
lain untuk ditijarahkan”.    
  
Setelah kita ketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para 
ulama’ di atas, kiranya dapat dipahami bahwa mudharabah atau qiradh 
ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, 
dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah 
kesepakatan. 
 Dasar hukum Mudharabah, Melakukan mudharabah atau qiradh 
adalah boleh (mubah), adapun dasar hukumnya ialah sebuah hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib RA, bahwasanya Rasulullah 
SAW, telah bersabda: 
ال  ْخلا  الا  ِاأ لشاعس لل يات  اة  ْاملقاأ ِه ثئاث ْيان ال تة ال ياع اس ا اك 
 62لل يع 
“Ada tiga perkara yang diberkati; jual beli yang  ditangguhkan, memberi 
modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk 
dijual”.  
                                                         
61
 Ibid, hal. 44 
62
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BAB III 
SESTEM PELAKSANAAN HUTANG-PIUTANG  
( Study Kasus di Unit Pengelola Kegiatan / UPK Kec. Kaloran Kab. 
Temanggung)  
 
A. Gambaran Umum Kecamatan Kaloran 
a. Letak Geografi Kecamatan Kaloran 
Untuk mengetahui dengan jelas dimana sesungguhnya letak 
geografis daerah penelitian yang menjadi obyek peneliti, disini akan 
penulis sampaikan seperlunya atas dasar dokumentasi yang penulis dapati 
di kecamatan Kaloran.    
Kaloran adalah nama kecamatan dari wilayah tingkat II Kabupaten 
Temanggung propinsi jawa tengah. 
Adapun Letak daerah ini di sebelah selatan  Perbatasan kabupaten 
Semarang, pada ketinggian ± 670 - 1000 meter dari permukaan laut. 
Adapun batas-batas daerah kecamatan kaloran adalah sebagai 
berikut:  
1) Disebelah Utara dibatasi oleh : Kecamatan Sumowono Kab. 
Semarang 
2) Disebelah Selatan dibatasi oleh : Kecamatan Kranggan 
3) Disebelah Timur dibatasi oleh : Kecamatan Pringsurat 
4) Disebelah Barat dibayasi oleh  : Kecamatan Kandangan 
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Adapun mengenai luas daerah Kecamatan Kaloran adalah 
6391.600 Ha, dengan pembagian berdasarkan prosentase keadaan tanah 
adalah : 40 % tanah datar dan 60 % tanah berbukit. 
Kecamatan kaloran terdiri dari 14 desa dengan nama-nama desa 
sebagai berikut : 
No Nama Desa No Nama Desa 
1. Desa Kaloran 8. Desa Kemiri 
2. Desa Tlogowungu 9. Desa Gebog 
3. Desa Gandon 10. Desa Tegowanu 
4. Desa Tleter 11. Desa Keblukan 
5. Desa Getas 12. Desa tepusen 
6. Desa Kalimanggis 13. Desa Gandulan 
7. Desa Tempuran  14. Desa Kwaraan 
Sumber : Data Geografi Kecamatan Kaloran  2007 
1
 
b. Kondisi Demografi Kecamatan  Kaloran  
Jumlah penduduk Kecamatan Kaloran secara keseluruhan 
mencapai 44.634 jiwa, dari jumlah itu secara garis besar terbagi menjadi 
men jadi dua yaitu laki-laki sebanyak 22.373 jiwa dan jumlah perempuan 
sebanyak 22.261 jiwa sehingga terlihat pulalah bahwa kaum laki-laki 
lebih banyak dari pada kaum perempuan.  
1) Ekonomi  
Adapun mata pencaharian penduduk kecamatan kaloran 
sebagian besar adalah bertani. 
Untuk lebih jelasnya mengetahui perekonomian penduduk 
kecamatan kaloran adalah sebagai berikut:  
 
                                                 
1
 Dokumentasi Kantor Kecamatan Kaloran , Jum'at, 23 Nopember 2007,   
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TABEL I 
Tabel mata pencaharian penduduk 
Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung 10 tahun keatas 
 
 
NO Mata Pencaharian Jumlah 
1. Petani  6700 jiwa 
2. Buruh tani 2020 jiwa 
3. Buruh swasta 1012 jiwa 
4. PNS 264 jiwa 
5. Pengrajin 98 jiwa 
6. Pedagang  702 jiwa 
7. Peternak 567 jiwa 
8. Sopir 74 jiwa 
9. TNI / Polri 35 jiwa 
10  Montir 16 jiwa 
11 Lain-lain 33.146 jiwa 
 Jumlah 44.634 jiwa 
 
 
Dari tabel diatas tersebut tampaklah jelas bahwa diwilayah 
kecamatan Kaloran banyak masyarakat yang mengelola pertanian, 
peternak, dan pedagang disamping itu terlihat juga pada tabel nomor 11 
tercantum bagian lain-lain yang dimaksud disini adalah bahwa diantara 
para penduduk yang bersifat hitrogen itu ada yang mempunyai pekerjaan 
dan ada yang tidak jadi lain-lain adalah para penduduk yang tidak 
memiliki pekerjaan atau mata pencaharian yang tetap, melihat keadaan 
perekonomian masyarakat yang tidak merata ini maka keberadaan PPK 
yang dikelola oleh UPK diharapkan mampu untuk menyetabilkan kondisi 
permasalahan ditengah-tengah masyarakat khususnya dibidang 
Ekonomi.
2
    
 
                                                 
2
  Monografi Kecamatan Kaloran tahun 2007  
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2) Sosial Keagamaan 
Penduduk kecamatan Kaloran mayoritas memeluk agama 
Islam hanya sebagian kecil saja yang memeluk agama lain. 
Adapun jumlah pemeluk agama-agama yang peneliti dapatkan 
datanya dari kantor kecamatan Kaloran adalah sebagai mana 
tercantum dalam tabel di bawah ini :  
TABEL II 
Data Penduduk Pemeluk Agama 
Kecamatan Kaloran tahun 2007 
 
No Nama Agama Jumlah Pemeluk 
1. Islam 32.827 jiwa 
2. Kristen  2.863   jiwa 
3. Kristen Katolik 1.235   jiwa 
4. Budha 7.709   jiwa 
5. Hindu - 
6. Lain-lain - 
 Jumlah 44.634 Jiwa 
 
Atas dasar tabel diatas ini nyatalah bahwa Islam merupakan 
agama yang paling banyak pemeluknya, namun demikian kehidupan 
antar umat beragama disana penuh dengan toleransi yang tinggi, belum 
pernah ada terjadi pertengkaran antar umat beragama dan tidak ada saling 
mengganggu dalam menjalankan ajaran (Ibadah) masing-masing. Oleh 
karena banyaknya agama yang dianut disana (Kecamatan Kaloran), maka 
tempat-tempat peribadatanpun beraneka ragam.  
Adapun  jumlah tempat peribadatan yang menjadi sarana dalam 
menjalankan Ibadah masing-masing para pemeluk agama di Kecamatan 
Kaloran adalah sebagai berikut: 
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1. Masjid = 89 Buah 
2. Mushola = 83 Buah 
3. Gereja Kristen= 8 buah 
4. Gereja Katolik = 2 Buah 
5. Klenteng= - 
6. Wihara =  47 Buah.3    
3) Pendidikan  
Seperti penyusun kemukakan pada bagian sebelumya dimana 
penduduk kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung terdiri dari 
berbagai usia, keanekaragaman usia itu menyebabkan pula perbedaan 
pendidikan masing-masing, ada yang tamat perguruan tinggi, 
Akademi, sekolah menengah, sekolah dasar, bahkan ada yang tidak 
mengalami pendidikan formal di bangku sekolah, akan tetapi 
menekuni di pondok pesantren, dan menekuni pada pengajian rutin di 
masjid-masjid dan mushola-mushola namun banyak juga yang tidak 
berpendidikan formal dan tidak juga datang kepondok pesantren atau 
ketempat pengajian rutin. Untuk mengetahui dengan jelas tentang 
gambaran yang sebenarnya, penyusun akan kemukakan dalam draf 
tabel sebagai berikut.               
Adapun Jumlah penduduk kecamatan Kaloran menurut 
tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:  
 





Penduduk menurut tingkat pendidikan Kecamatan kaloran 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1. SD 1.705 jiwa 
2. SLTP 5.973 jiwa 
3. SLTA 1.470 jiwa 
4. D I/D II/D III 148 jiwa 
5. Sarjana 110 jiwa 
6. Usia 7-45 th tdk pernah sklh 393 jiwa 
7 Belum sekolah 4.712 jiwa 
Sumber : Data Monografi Kecamatan Kaloran  2007 4 
B. Profil Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
1. Sejarah Terbentuknya UPK 
Program pengentasan kemiskinan di Indonesia sudah banyak 
dijalankan sejak krisis moneter dan ekonomi melanda Indonesia sekitar 
tahun 1997, Pelaksanaannya selalu dikoreksi atau diperkaya dengan upaya 
lebih mengkokohkan keberdayaan institusi komunitas agar pada masa 
berikutnya upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri 
oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, sebagai mana Program 
Pengembangan Kecamatan (PPK). PPK adalah bagian dari upaya 
pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan 
menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. 
PPK merupakan koreksi terhadap sistem pembangunan terdahulu yang 
pada umumnya dinilai sentralistik, PPK juga merupakan penyempurnaan 
terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan terdahulu seperti 
IDT dan P3DT. Dalam hal ini PPK diharapkan dapat menjadi suatu sistem 




pembangunan yang memungkinkan segala bentuk sumberdaya 




Pada awal tahun 2003 di Kecamatan Kaloran  sosialisasi mengenai 
Program Pengembangan kecamatan (PPK). PPK  yang merupakan 
program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam 
penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat 
dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan 
kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan 
kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan 




Berhubungan dengan hal tersebut diatas dan menindak lanjuti surat 
menteri dalam negeri nomor: 410/2918/SJ tanggal 29 Oktober 2004 prihal 
Program Pemberdayaan Masyarakat dengan transparansi dan akuntabilitas 
publik, pemerintah pusat tetap akan melanjutkan Program Pengembangan 
Kecamatan (PPK).
7
 Yang mana dalam sosialisasi PPK tersebut dilakukan 
melalui dua cara yaitu 1). Pertemuan langsung 2). Media informasi. 
Adapun dalam pensosialisasian PPK tingkat kecamatan  diberikan oleh FK 
yaitu fasilitator kecamatan. Tugas FK disini memberikan sosialisasi 
kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Kaloran mengenai Program 
                                                 
5
 Departemen dalam negeri "Petunjuk Tehnis Oprasiona Program Pengembangan 
Kecamatanl" Tim Koordinasi PPK , Jakarta, 2005, hal.1   
6
  Wawancara dengan Bapak Ismail, sebagai ketua UPK Kecamatan Kaloran Pada hari 
juim'at, jam. 0900, tgl 23 Nopember 2007 
7
 Loc. Cit  
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Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui FD (Fasilitator desa), yang 
mana tujuan dari Program PPK tersebut ingin memberikan bantuan kepada 
masyarakat yang ada di tingkatan Kecamatan, terutama masyarakat di 
pedesaan yang miskin modal. Diharapkan setelah mendapatkan pinjaman 
modal usaha yang mereka lakukan akan meningkat dan lebih maju. 
Program PPK tersebut merupakan dana dari Bank Dunia yang 
memberikan bantuan modal kepada masyarakat di pedesaan khususnya 




Dalam mensosialisasikan Program PPK tersebut Fasilitator 
Kecamatan (FK) melalui Fasilitator desa (FD) langsung terjun ke dusun-
dusun dan Rt-Rw dan mengadakan pembentukan kelompok swadaya 
masyarakat sebagai kelompok calon peminjam dana PPK. Selain itu untuk 
menjamin proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan 
masyarkat dan berdasarkan pada azas dan prinsip PPK maka dalam 
pengelolaanya dibentuklah suatu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang 
berkedudukan di tingkat kecamatan, UPK ini dibentuk untuk kepentingan 
operasional PPK, yang dalam kepengurusannya dipilih oleh masyarakat 
melalui Musyawarah Antar Desa yang kemudian ditetapkan dan disahkan 
dengan surat Keputusan Camat atas nama Bupati.
9
  
Oleh karena itu UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dapat bertindak 
sebagai representasi masyarakat warga penduduk kecamatan, dan 
                                                 
8
 Departemen Dalam Negeri RI, "Penjelasan I Sosialisasi  PPK" Jakarta. 2005.  hlm.1-7  
9
 Penjelasan IX : UPK”, Penyaluran dana dan Administrasi Kegiatan PPK" Jakarta, 
Th,2002, hlm.1   
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merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di 
tingkat kecamatan yang bersangkutan, yang posisinya di luar institusi 
pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga. 
Menindak lanjuti kegiatan PPK di Kecamatan Kaloran kabupaten 
Temanggung, pada tanggal 23 Oktober  2003 bertempat di Kecamatan 
Kaloran diselenggarakan rapat warga dengan agenda  pembentukan UPK. 
Dalam acara tersebut dihadiri sebanyak 106 tamu undangan, yang 
mewakili dari masing-masing desa yang antara lain terdiri dari beberapa 
kepala desa di Kecamatan Kaloran dan Penanggung Jawab Operasional 
Kecamatan (PJOK) sebagai peninjau dan instasi terkait serta Fasilitator 
Kecamatan (FK) PPK, ketua RW / ketua RT dan utusan Kelompok 
Swadaya Masyarakat yang telah terbentuk sebelumnya
10
. 
Dalam rapat tersebut telah disepakati bersama susunan Pengurus 
Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Adapun kepengurusan UPK hingga 
sekarang ini adalah sebagai berikut: 
Ketua  : Ismail, S.Ag 
Sekretaris : Sugiyati 
Bendahara  : Sriyamah 
Korlap  : Budi. H.
11
 
2. Tujuan di bentuknya UPK 
Karena UPK di bentuk demi kepentingan Oprasional PPK maka secara 
umum  tujuan keberadaan UPK adalah Mempercepat penanggulangan 
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 Wawancara dengan Bapak Ismail. Op Cit.  jam. 0900, tgl 23 Nopember 2007 
11
 Profil dokumen UPK Kecamatan Kaloran, Jumat, Tgl. 23 Nopember 2007 
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kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan 
kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal serta penyediaan pendanaan 
kebutuhan sosial dasar dan ekonomi.
12
 
3. Visi dan Misi UPK 
Visi  
a. UPK Kecamatan Kaloran adalah terwujudnya pelestarian dan 
pengembangan kegiatan PPK dengan sistem pembangunan partisipatif.  
Misi 
a. Melestarikan kelembagaan dan kegiatan yang telah dilakukan PPK 
sesuai prinsip PPK. 
b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat 
pemerintah desa serta kecamatan dalam memfasilitasi sistem 
pembangunan partisipatif yang berkaitan dengan pemberdayaan 
masyarakat 
c. Pengembangan kemitraan dan pembangunan. 
d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar 
masyarakat. 
e. Mewujudkan sistem penganggaran pemerintah daerah yang 
memungkinkan tersedianya alokasi dana Bantuan Langsung 
Masyarakat (BLM) dan atau bantuan pihak ketiga yang bisa diorganisir 
antar desa dan atau setingkat kecamatan. 
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 Petunjuk teknis Oprasional PPK, Loc.cit.  
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f. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana 




4. Hasil-hasil Yang Telah Dicapai UPK 
a) Memberi bantuan Sarana dan Prasarana masyarakat antara lain adalah  
Perbaikan pasar hewan di desa Tepusen, perbaikan jalan tlasah di desa 
Kaloran, Tleter, Gandulan, Geblok, Tegowanuh, Keblukan, Getas, 
Kalimanggis dan pembuatan Jembatan dan Talud jalan di desa 
Tempuran dan Kemiri.    
b) Dalam pengelolaan kegiatannya, UPK juga memberikan bantuan 
kepada masyarakat dalam sektor pendidikan yang berupa 
pembangunan gedung sekolah Taman pendidikan kanak-kanak (TK) di 
desa Kwarakan, pendidikan anak miskin 99 anak, per anak 90.000.
14
 
c) Pengadaan sarana kesehatan yang meliputi: Pembuatan tandon air 
bersih di desa Tlogowungu, Pembuatan MCK di desa Gandon, dan 
pengadaan Posyandu yang terlaksana di desa-desa, seperti desa Tleter, 
Gandulan, Tlogowungu, dan Gandon, dan UPK juga telah memberikan 
jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin sebanyak 59 orang 
dengan nominal per orang Rp. 83,650 rupiah, Serta meningkatkan 
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 Loc.cit  
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 Agung Pulunggono "Buku Laporan Kolektif  Fasilitator Kecamatan" bulan Nopember 
2007 
15
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 Dan UPK ini diakui sebagai lembaga milik masyarakat dan 
mendapat dukungan dari masyarakat, lebih mengakar dan kuat 
komitmennya terhadap segi nilai azaz/ prinsip/ PPK terutama partisipasi 
dan transparansi dan akuntabilitas. Dalam pemberdayaan penanggulangan 
kemiskinan di daerahnya (wilayahnya), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
bisa melaksanakan program PPK yang berpihak pada masyarakat miskin 
dengan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan pembangunan 
berkelanjutan. 
C. Mekanisme Hutang-Piutang di UPK  
Beberapa mekanisme hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan 
adalah meliputi sebagai berikut : 
1. Gambaran umum Pelayanan pinjaman Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
kepada para anggotanya diantaranya : 
a. Badan Pengurus (Unit Pengelola Kegiatan) berusaha memberikan 
pinjaman sesuai pengajuan usulan pinjaman anggota (nasabah) yang 
sudah melewati rapat verifikasi secara tepat guna mencakup pada 
prinsip 3 K (karakter peminjam, kapasitas produksi, kemampuan 
membayar). 
b. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam tempo 1 tahun berikut Biaya 
Jasa Administrasi sebesar 1.5 % per-bulan  
c. Bagi para peminjam yang akan melakukan pinjaman di Unit Pengelola 
Kegiatan (UPK) dipermudah pinjamannya tanpa disertai jaminan yang 
memadai. 
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d. Bersedia menerapkan tata tertib pinjaman nasabah, terutama dalam 
penanganan angsuran pinjaman harus sesuai dengan perjanjian 
pembayaran angsuran. 
Secara umum pelaksanaan Hutang-Piutang Di Unit Pengelola 
Kegiatan Kecamatan Kaloran ini adalah melalui beberapa proses yaitu 
mulai dari pengajuan pinjaman sesuai dengan usulan pinjaman para 
anggota (nasabah) yang sudah melewati rapat verifikasi untuk membantu 
pengembangan dan modal usahanya, serta pengembalian hutangnya. Dan 
besarnya pengajuan hutang yang diajukan juga tidak bisa ditentukan oleh 
pihak yang berhutang (nasabah) akan tetapi ditentukan oleh Unit Pengelola 
Kegiatan, pengajuan hutang di Unit Pengelola Kegiatan  ini juga tidak bisa 
sendiri-sendiri, dari para anggota yang akan berhutang harus secara 
kelompok atau secara bersama dalam pengajuan hutangnya dengan batas 
minimal  anggota 5 sampai 6 orang dan batas maksimal tidak ditentukan. 
Seperti apa yang telah di katakan oleh Bpk. Ismail Sebagai ketua UPK, 
Jadi dalam pengajuan hutang tidak bisa hanya seorang melainkan harus 
berkelompok, ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kemacetan 
dalam pembayaran hutang dan selain itu juga tercipta adanya rasa 
tanggung jawab bersama pada kelompoknya karena bila salah satu anggota 
kelompoknya ada yang belum melunasi hutangnya maka apabila akan 
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mengajukan pinjaman lagi sebelum pinjaman anggota yang lain selesai 
maka tidak bisa mengajukan pinjaman lagi.
16
  
Berikut ini adalah tata cara mengajukan hutang di Unit Pengelola 
Kegiatan Kecamatan Kaloran, diantaranya yaitu : 
a. Mengajukan permohonan untuk peminjaman uang di UPK 
b. Mengisi formulir pengajuan UPK. 
c. Bagi yang ingin mengajukan hutang di UPK, harus sudah mempunyai 
anggota dengan jumlah anggota minimal 5 orang dan diprioritaskan 
warga sekitar Kecamatan Kaloran. 
d. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
e. Untuk batas waktu pelunasan hutang adalah satu tahun. 
f. Untuk pelunasan hutang dikenakan biaya Jasa Administrasi 1,5 % 
perbulan  
g. Besar pinjaman untuk Simpan Pinjam Perempuan sebesar Rp. 10 juta 
sampai dengan Rp.20 juta untuk Usaha Ekonomi Produktif dengan 
kriteria peminjam yang telah ditentukan oleh Pengurus UPK.
17
  
Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa demi kelancaran 
peminjaman dana bergulir PPK,  UPK menerapkan aturan khusus yang 
disebut dengan istilah Tanggung Renteng sesuai dengan kesepakatan 
Musawarah Antar Desa (MAD). Menurut bapak Ismail selaku ketua UPK 
menjelaskan bahwa Tanggung renteng merupakan sebuah sistem 
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  Wawancara dengan Ibu Sriyamah selaku Bendahara UPK pada hari selasa, jam. 11.00 
tanggal 11 desember 2007   
17
 Wawancara dengan Sugiyati sebagai Sekretaris UPK pada hari selasa, jam.09.20 
tanggal 11 desember 2007 ”penjelasan lebih lanjut dalam lampiran syarat pengajuan pinjaman”  
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penangungan utang dengan cara tanggung bersama yang diterapkan 
kepada kelompok penghutang, jadi setiap kelompok yang mengajukan 
pinjaman akan mendapatkan surat pernyataan tanggung renteng yang di 
dalamnya menyatakan kesanggupan dari tiap-tiap anggota kelompok untuk 
menanggung bersama pinjaman yang diberikan oleh UPK, dan apabila 
dalam pembayaran ada dari salah satu anggota yang menunggak dan tidak 
memiliki jaminan maka setiap anggota kelompok diwajibkan untuk 
membayar sama banyaknya atas sisa kewajiban tersebut.  
Dengan adanya sistem Tanggung renteng yang diterapkan oleh 
UPK dimaksudkan untuk menghindari adanya kemacetan dan memperkuat 
adanya tanggung jawab bersama dalam kelompok, agar dalam pengajuan 
pinjaman yang selanjutnya mendapatkan kemudahan. Karena bila salah 
satu anggota kelompoknya ada yang belum melunasi hutangnya maka 




Dan bahkan hal tersebut akan mempengaruhi tertundanya 
perguliran pinjaman kepada kelompok lain yang masih dalam satu desa, 
sebagai mana yang dijelaskan dalam buku laporan tahunan UPK, 
kecamatan Kaloran kabupaten Temanggung tahun 2005 yang 
menyebutkan bahwa " apabila disatu desa masih ada kelompok yang 
                                                 
18
 Wawancara dengan bapak Ismail selaku ketua UPK, pada  hari selasa, jam. 10.20 
tanggal 23 November 2007 
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menunggak maka perguliran pada kelompok desa tersebut di tunda sampai 
kelompok peminjam tersebut dapat melunasi tunggakan ke UPK " 
19
   
Sesuai dengan kondisi warga di sekitar Kecamatan Kaloran 
Kabupaten Temanggung ini yang dipandang belum bisa mengembangkan 
potensi wilayahnya sehingga banyak warga yang kurang bisa 
memanfaatkan kondisi ini. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor 
diantaranya kondisi perekonomian yang belum mencukupi untuk 
mengembangkan produksinya, sarana maupun prasarana yang belum 
memadai, dan kemampuan setiap individu atau pelaku yang pada hal ini 
yaitu masyarakat di wilayah Kecamatan Kaloran. Beberapa pertimbangan 
hal di atas kemudian warga masyarakat Kecamatan mengambil inisiatif 
untuk mengajukan hutang di Unit Pengelola Kegiatan, dengan berbagai 
pertimbangan dan beberapa macam alasan yang dikemukakan. 
 Dengan adanya Unit Pengelola Kegiatan dengan dana bergulirnya 
yang menggunakan sistem Tanggung Renteng sebenarnya banyak 
angsuran atau pengembalian hutang yang macet, sampai dengan 2 sampai 
3 bulan namun kemacetan tersebut tidak di rasakan oleh pihak UPK karena 
kemacetan itu ada didalam kelompok peminjam, Karena pada awal 
pengajuan hutang pihak kelompok telah menanda tangani surat 
persetujuan Tanggung Renteng kepada UPK maka ketika ada 
penunggakan dalam salah satu anggota maka kelompoklah yang harus 
menanggung tunggakan tersebut, namun beda halnya dengan yang 
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 Laporan tahunan Unit Pengelola Kegiatan tahun 2005 
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dikatakan Ibu Ninik sebagi ketua kelompok peminjam dari desa Gandon 
dengan adanya system Tanggung Renteng malah semua beban yang 
ditanggung oleh anggota yaitu membayar angsuran perbulan ketika dari 
anggota ada yang menunggak maka semua tanggung jawab diserahkan 
kepada ketua, bukannya ditanggung bersama dengan anggota-anggota dan 
dalam hal ini ketualah yang harus menanggung tunggakan anggota yang 
macet beserta biaya jasanya sehingga ketua harus menanggung dua kali 
lipat dari tunggakan yang harus dibayar ke UPK, dan bahkan bagi anggota 
yang mengetahui bahwa kewajibannya udah ditanggung kebanyakan 
merasa bebas dengan kewajibannya yaitu membayar hutang.
20
 Dan ini 
menjadi masalah yang cukup sulit bagi UPK sendiri untuk 
menyelesaikannya karena pada waktu proses pengajuan hutang tersebut 
tidak ada jaminan berupa apapun, sehingga pada waktu jatuh tempo 
pelunasan hutang, banyak warga yang belum sanggup melunasi hutangnya 
seperti yang dialami oleh salah satu nasabah dari Kelompok Menur yaitu 
Bpk. Sumpeno, menurutnya dia tidak sanggup membayar hutangnya pada 
jatuh tempo karena belum punya uang sehingga dia mengalami tunggakan 
pembayaran hutangnya, dan hal ini diperkuat lagi dengan hasil wawancara 
dengan pengurus UPK yang menangani pengucuran dana. Seperti yang 
telah dikatakan pengurus bagian administrasi yaitu, Ibu Sugiyati. 
Menurutnya pihak muqtaridh (orang yang berhutang) ketika tidak dapat 
membayar hutangnya akan menjadi penghambat perputaran uang, 
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 Wawancara dengan Ibu Ninik selaku ketua Kelompok Menur dari desa Gandon pada 
hari sabtu, jam. 09.00 WIB. Tanggal 15 Desember 2007.  
 61 
walaupun pada awalnya pihak UPK sendiri pun sudah melakukan rapat 
verivikasi agar mencakup karakter peminjam, kapasitas produksi, 
kemampuan membayar. Akan tetapi karena dalam proses pengajuan 
hutangnya dari pihak Unit Pengelola kegiatan sendiri pun tidak meminta 
jaminan, dan itu merupakan konsekwensi dari UPK itu sendiri, sehingga 
pihak muqtaridh bisa seenaknya saja kalau mau melunasi hutangnya. Dan 
menurutnya sampai tahun 2007 saat ini jumlah nasabah atau anggota 
Kelompok peminjam mencapai  104 kelompok, dari data yang sudah 
masuk 20 % dari anggota peminjam itu banyak yang mengalami macet,
21
 
dengan alasan belum mempunyai uang untuk melunasi hutangnya dan 
apabila dari pihak Unit Pengelola Kegiatan lewat juru tagihnya tidak bisa 
menangani masalah penunggakan yang ada pada tiap-tiap kelompok maka 
oleh Unit Pengelola Kegiatan  akan dilimpahkan kepada FK (Fasilitator 
Kecamatan) melalui FD (Fasilitator Desa).
22
 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat 
mengumpulkan data mengenai motivasi warga masyarakat yang 
mengajukan hutang dalam rangka mengembangkan usaha yang 
dimilikinya, diantara motivasi para warga adalah sebagai berikut : 
Menurut Ibu Umiyah warga desa Tlogowungu salah satu anggota 
peminjam dari kelompok gentan menjelaskan bahwa hal-hal yang 
mendorong dia untuk mengajukan hutang adalah karena pendapatan dari 
hasil berjualan dipasar menurun disebabkan sedikitnya pembeli 
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 Laporan kolektif pinjaman UPK, 30 Nopember Op.cit 29 
22
 Penjelasan VIII"Prosedur Penanganan dan Pengaduan Masalah" Jakarta. 2005. hlm.6  
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Berbeda halnya dengan alasan yang diberikan oleh salah satu 
nasabah UPK yaitu Bpk Suwadi pada hari sabtu jam 14.20 WIB tanggal 
15 desember 2007 ini adalah ayah dari 4 orang anak warga desa Gandon 
yang mana anak yang pertama perempuan duduk dikelas II SLTP, dan 
yang kedua dan ketiga duduk dibangku sekolah dasar dan yang satunya 
masih balita dia menuturkan bahwa alasan yang mendorongnya untuk 
mengajukan hutang adalah selain aksesnya mudah juga karena dengan 
kebutuhan untuk mencukupi keluarga yang semakin banyak, sedangkan 
usaha yang dia jalankan yaitu membuat batu bata sudah tidak bisa 
diharapkan lagi dikarenakan kontrak penyewaan tanah nya sudah habis.
24
   
Adapun menurut penuturan Ibu Sukiah warga desa Tegowanuh 
pada hari sabtu tanggal 15 desember 2007 jam 13.00,  bahwa motivasi 
untuk mengajukan hutang di UPK yaitu karena aksesnya sangat mudah 
dibanding bank, dan juga karena dengan adanya kebutuhan untuk 
memajukan usahanya yang kurang modal yaitu guna biaya pembelian 
barang-barang toko yang semakin tinggi, sehingga ketika barang-barang 
naik dia mau tidak mau dia harus menyediakan barang barang baru 
tersebut agar pemasarannya lebih cepat dan mudah laku, maka harus 
mengajukan hutang untuk menambah persediaan tokonya. 
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 Wawancara dengan Ibu Umiyah Sebagai anggota Kelompok peminjam warga desa 
Tlogowungu pada hari sabtu jam. 10.20 WIB, tanggal 15 Desember 2007  
24
 Wawancara dengan bapak Suwadi Sebagai anggota kelompok peminjam warga desa 
Gandon pada hari sabtu, jam. 11.20 WIB, tanggal 15 Desember 2007 
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Seperti pengakuan salah satu warga yang berhutang di Unit 
Pengelola Kegiatan ini, untuk pengembangan sarana usahanya salah 
seorang warga yang mempunyai usaha pertanian cabe, ini harus 
mengajukan hutang di Unit Pengelola Kegiatan untuk menambah modal 
usahanya, karena pada awalnya dengan modal yang sedikit maka tidak 
cukup untuk pengembangan usaha pertaniannya tersebut. 
Berikut perincian dalam usaha pembuatan batu bata yang akan dia 
jalankan: 
a. biaya penambahan bibit cabe 1 bungkus seharga Rp. 75.000 
b. Biaya untuk pengolahan tanah yang dikerjakan oleh 6 orang buruh tani 
sebesar Rp. 225.000 
c. Biaya untuk pembelian plastic 4 rol @ Rp.350.000 x 4 : Rp. 1.400.000 
d. Biaya lain-lain sebesar Rp. 300.000 
Dengan demi kian biaya yang diajukan oleh Ibu Endang S, untuk 
pengembangan Usaha taninya sebesar Rp. 2.000.000  
Dari beberapa alasan diatas mereka mengajukan pinjaman kepada 
Unit Pengelola Kegiatan dengan tujuan agar nantinya sebagai modal untuk 
mengembangkan usahanya, yang nantinya keuntungan dari usaha tersebut 
dapat untuk menghidupi segala kebutuhan keluarga. 
Seperti apa yang dialami oleh Ibu Mariyatun ini Ibu dari dua orang 
anak ini telah menjalankan usahanya yaitu pembuatan batu bata, dan untuk 
mengembangkan usahanya maka dia mengajukan pinjaman di Unit 
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Pengelola Kegiatan dengan rincian anggaran yang dibutuhkan sebagi 
berikut: 
     Biaya untuk pembelian tanah sistem kontrak selama 1-2 tahun 
sebesarRp.2.000.000  
Biaya untuk pembelian kayu bakar selama 1 kali bakar 1 kali panen 
sebesar Rp. 750.000 
Biaya lain-lain sebesar Rp 500.000 
Harga penjualan batu bata @ Rp. 250 
Dengan demikian biaya untuk pengelolaan usaha batu bata Ibu 
Mariatun selama satu musim atau satu kali panen sebesar Rp 3.250.000 
Jika kita kalkulasi bahwa setiap 1 kali pembakaran selama 1-2 
bulan menghasilkan batu bata maksimal 30.000 batu bata, maka hasil 




Dengan beberapa alasan di atas mereka mengajukan pinjaman 
kepada Unit Pengelola Kegiatan dengan tujuan agar nantinya sebagai 
modal untuk menciptakan lapangan usaha, yang nantinya keuntungan dari 
usaha tersebut dapat untuk menghidupi segala kebutuhan keluarga sehari-
hari dan nantinya juga dapat dengan segera mengembalikan hutang. 
Dengan demikian seorang warga yang mengajukan hutang di Unit 
Pengelola Kegiatan  mempunyai dua kemungkinan, yaitu: pertama: Ingin 
menciptakan lapangan usaha yang produktif sehingga dengan hasil yang 
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 Wawancara dengan Ibu Mariatun Anggota peminjam UPK warga Desa Tegowanuh 
pada hari sabtu, jam 13.45 WIB, tanggal 15 Desember 2007 
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diperoleh tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan 
untuk mengembalikan hutang. kedua, mengembangkan lapangan usaha 
yang sudah ada sehingga nantinya diharapkan dapat bersaing untuk 
mencari konsumen. Ketiga, meneruskan usaha yang sudah berjalan dan 
mengembangkannya menjadi lebih baik dan berkembang sehingga bisa 
menghasilkan hasil produksi atau keuntungan usaha yang lebih besar.  
Jadi berangkat dari motivasi masyarakat yang begitu berbeda-beda 
dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan yakni masih besarnya respon 
masyarakat sekitar terhadap keberadaan Unit Pengelola Kegiatan ini 
dengan berbagai alasan yang sudah di jelaskan diatas sebelumnya. 
D. Sistem Pengelolaan Hutang-Piutang di UPK 
Pengelolaan hutang / pinjaman kepada masyarakat yang dilakukan 
oleh UPK berupa perguliran kelompok peminjam baik SPP (Simpan Pinjam 
Kelompok Perempuan) maupun UEP (Usaha Ekonomi Produktif), dan dalam 
pengelolaan pinjaman bergulir tersebut pihak UPK menerapkan peraturan 
khusus sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Antar Desa yang 
menyebutkan bahwa "apabila disatu desa masih ada kelompok yang 
menunggak maka perputaran perguliran pada kelompok desa tersebut ditunda 
sampai kelompok peminjam tersebut dapat melunasi tunggakan kepada UPK.   
Dalam mensikapi peraturan tersebut, maka UPK mengambil kebijakan 
dengan mengeluarkan tata aturan perguliran yang juga telah disepakati oleh 
Musyawarah Antar Desa, yang mana dalam aturan perguliran tersebut dengan 
 66 
tegas disebutkan bahwa " bagi kelompok penunggak akan kehilangan 3 hak 
yaitu : 
1. Kelompok tidak berhak mendapatkan Piagam Penghargaan dari UPK  
2. Kelompok tidak berhak mendapatkan Kartu anggota UPK 
3. Kelompok tidak berhak mendapatkan IPTW.26       
Adapun sistem pengelolaan hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan 
dalam beberapa hal yang mengatur tentang bagaimana prosentase pembagian 
keuntungan telah diatur dan ditetapkan berdasarkan dari hasil rapat pengurus 
Unit Pengelola Kegiatan dengan ketentuan pemanfaatan pembagian 
menggunakan mekanisme prosentase (%), yaitu sebagai berikut: 
1. Untuk penambahan modal minimal 50 %. 
2. Untuk pengembangan kelembagaan kelompok maksimal 10 %. 
3. Bonus pengurus UPK maksimal 5 %. 
4. Dan dana sosial untuk masyarakat miskin minimal 10 %.27 
Namun sebelum sistem pembagian keuntungan hasil pendapatan Biaya 
Jasa Administrasi dibagikan  ada beberapa potongan biaya-biaya yang 
diantaranya adalah  sebagai berikut : 
1. Biaya operasional badan pengurus UPK. 
2. Biaya non operasional 
3. Honorarium pendampingan pengurus    
4. Subsidi UPK kepada Kelompok peminjam . 
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 Laporan Tutup buku UPK. Op.cit  
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  Penjelasan X  "pengelolaan dana bergulir”  jakarta.2005, hlm.8 
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Untuk biaya-biaya diatas ada beberapa poin yang lebih 
menguntungkan bagi pihak Muqtaridh karena Unit Pengelola Kegiatan masih 
mengeluarkan bantuan atau subsidi kepada Kelompok hal ini bertujuan agar 
masing-masing Kelompok peminjam pada akhirnya bisa mempunyai kas yang 
nantinya untuk mereka sendiri dan ini secara otomatis mengurangi jumlah 
angsuran mereka seperti pengakuan dari salah satu anggota kelompok 
peminjam dari kelompok Gentan  yaitu Ibu Endang, pada tanggal 14.30 
tanggal 15 desember 2007. 
Untuk pengelolaan hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan  tidak 
menguntungkan pihak UPK saja, ini dibuktikan dengan adanya program-
program sosial yang sampai saat ini masih berjalan, diantaranya, yaitu 
pemberian beasiswa kepada anak-anak sekolah dasar yang mempunyai 
prestasi baik, hal ini agar Unit Pengelola Kegiatan  yang sejarah didirikannya 
untuk membantu orang-orang yang tidak mampu menjadikan UPK ini milik 
masyarakat, dan kembali pada masyarakat. Menurut Bpk Ismail Sag, sebagai 
koordinator Unit Pengelola Kegiatan mengatakan bahwa pada prinsipnya 
keuntungan yang telah diperoleh Unit Pengelola Kegiatan  tidak semuanya di 
tampung atau dimiliki oleh UPK itu sendiri, akan tetapi keuntungan itu oleh 
Unit Pengelola Kegiatan juga dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat 
sekitar. Diantaranya seperti yang telah dijelaskan secara rinci diatas. Dan pada 
prinsipnya Unit Pengelola Kegiatan ini didirikan sebagai bentuk tolong-
menolong bagi warga masyarakat yang membutuhkan karena sesuai dengan 
salah satu tujuannya yaitu untuk menjalankan program pengentasan 
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kemiskinan Pedesaan yang melanda di Indonesia sekitar tahun 1997. 
Sedangkan menurut Bapak Ismail menjelaskan bahwa untuk dana bergulir 
PPK, pemakaiannya dikenakan bunga 1,5 % Per bulan. Bunga itu menurutnya 
tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat, melainkan untuk 
mempertahankan nilai riel dana tersebut. Dari bunga atau uang jasa tersebut 
dimaksudkan sebagai kompensasi Inflasi, dan sebagai biaya operasional. 
Akan tetapi pada kenyataannya proses pengembalian angsuran tidak 
bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan adanya 
beberapa orang dari anggota Kelompok peminjam yang mengalami kemacetan 
karena tidak membayar angsuran dan hal ini disatu sisi juga menghambat 
perkembangan dan perputaran dana yang dikelola oleh Unit Pengelola 
Kegiatan tersebut. Untuk mengatasi hal ini maka pihak Juru tagih dari UPK 
yang mesti harus meminta satu persatu kepada anggota kelompok yang 
mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran.  
Dan ternyata seperti apa yang telah disampaikan oleh juru tagihnya 
yaitu Bp. Budi pada waktu melakukan penarikan kepada anggota yang 
mengalami tunggakan ternyata masih ada juga yang belum bisa membayar 
dengan alasan belum mempunyai uang.  
Unit Pengelola Kegiatan yang dalam pelayanan terhadap nasabahnya 
juga memberikan penghargaan bagi kelompok peminjam yang tiap-tiap 
anggotanya tidak pernah mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran 
hutangnya berupa program unggulan, salah satu keuntungannya yaitu apabila 
kelompok unggulan ini mengajukan permohonan hutang lagi maka oleh 
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pengurus Unit Pengelola Kegiatan  akan diprioritaskan dari calon kelompok 
peminjam lainnya lain. 
Berdasarkan data-data yang penulis kemukakan diatas, maka dapat 
ditarik beberapa kesimpulan bahwa : 
1. Sistem pembagian keuntungan atau pendapatan biaya jasa administrasi 
yang telah berjalan adalah keuntungan bersih, dikurangi biaya-biaya, baik 
biaya operasional maupun biaya non operasional.  
2. Dalam proses pelunasan hutangnya ternyata praktek di lapangan banyak 
mengalami kemacetan sehingga mengganggu sirkulasi keuangan UPK, hal 
ini terjadi karena dari sistem yang sudah berjalan tidak ada jaminan berupa 
apapun sehingga masyarakat yang mempunyai hutang seenaknya saja 





ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PELAKSANAAN 
HUTANG-PIUTANG DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)  
KEC. KALORAN  KAB. TEMANGGUNG 
 
 
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan 1,5% dalam Hutang-piutang 
di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kec. Kaloran Kab, Temanggung  
Hukum Islam pada hakekatnya diciptakan oleh Allah dengan tujuan 
untuk merealisasikan kemaslahatan umat, yang mana didalamnya memberi 
kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia, berkaitan 
dengan hukum Allah yang diantaranya adalah mengatur tentang muamalah  
dan dalam hal ini adalah hutang-piutang sebagai mana yang telah berjalan di 
sebuah lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Kaloran 
Kabupaten Temanggung. 
Lazimnya bentuk hutang-piutang yang terjadi, bagi para muqtaridh 
(orang yang berhutang) mengajukan hutang atau pinjaman ke sebuah lembaga 
masyarakat yang menangani pinjaman. Demikian pula yang terjadi di 
kecamatan Kaloran kabupaten Temanggung, Pinjaman yang diajukan oleh 
para calon muqtaridh seperti yang telah penulis jelaskan di bab sebelumnya, 
yaitu meliputi peminjam yang akan mengajukan hutangnya sehingga 
menerima sesuai dengan jumlah yang diajukan yang sudah melalui proses 
pengajuan. Pelaksanaan hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
adalah melalui beberapa proses yaitu mulai dari pengajuan pinjaman sesuai 




verifikasi, untuk proses pengajuan hutang di UPK juga tidak bisa sendiri-
sendiri, melainkan harus dari anggota-anggota atau secara berkelompok. 
Setelah kelompok lolos dari verifikasi selanjutnya akan terjadi 
kesepakatan atau aqad antara muqtaridh dengan pihak UPK atau disebut 
muqridh mengenai pelaksanaan pembayaran dan pelunasan hutangnya, dan  
dari pihak muqtaridh harus bersedia melunasi dengan biaya tambahan jasa 
administrasi sebagai mana yang ditentukan oleh muqridh yaitu UPK, sebesar 
1,5% per bulan. Dalam hal ini maka penulis akan melakukan analisis tentang 
adanya tambahan dalam  pengembalian hutang tersebut, berdasarkan beberapa 
pendapat yang akan penulis sampaikan, apakah tambahan yang dipungut atau 
diterima muqridh termasuk riba (haram) atau bukan. 
Apabila kita melihat praktek hutang-piutang yang terjadi di Unit 
Pengelola Kegiatan  bahwa pada saat mengajukan hutang maka yang perlu 
diperhatikan adalah ketika dalam angsuran atau pembayaran dikenakan biaya 
jasa administrasi sebesar 1,5 % per bulan, dan hal ini terjadi atas kesepakatan 
antara muqtaridh dengan muqridh, seperti yang diungkapkan oleh Ibu 
Maryatun salah seorang muqtaridh, bahwa untuk mengembangkan usaha 
pembuatan batu batanya maka dia mengajukan hutang kepada Unit Pengelola 
Kegiatan sebesar Rp. 2.000.000 dengan bunganya sebesar 1,5% per bulan 
yaitu Rp. 30.000 dengan waktu yang disepakati maksimal satu tahun, jadi 
selama satu tahun Ibu Maryatun harus membayar bunga sebesar Rp. 360.000 





Sedangkan kalau kita menganalisis dari segi kelebihan dalam jumlah 
pembayaran maka hal itu bisa dikatakan riba. Sementara para ahli hukum 
mengemukakan dalam sebuah kaidah, bahkan ada yang menilainya hadits 
walau pada hakekatnya ia adalah hadits dha'if, bahwa; 
("ماحر ")كل قرض جر منفعة فهو   
“Setiap piutang yang mengundang manfaat (melebihi jumlah hutang), maka 
itu adalah haram (riba yang terlarang)."  
 
Pandangan atau kaidah diatas menurut Quraish Shihab tidak 
sepenuhnya benar, karena Nabi Muhammad Saw pernah membenarkan 
pembayaran yang melebihi apa yang dipinjam.
1
 
 Sebagaimana praktek hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan 
Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, dengan adanya tambahan dalam 
pembayaran yaitu bunga Sebesar 1,5 % per bulan sebagai jasa pengembalian 
hutang. Namun perlu  kita ketahui dalam penggunaan jasa pinjaman tersebut, 
karena jasa pinjaman itu bukan untuk mencari keuntungan semata melainkan 
manfaatnya untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Kaloran itu 
sendiri. Jika jasa pinjaman itu dianggap riba, maka seluruh fuqoha sepakat 
bahwasanya hukum riba adalah haram.
2
 Namun pendapat lainnya mengatakan 
bahwa larangan riba dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan 
adanya eksploitasi, yang secara ekonomi menimbulkan dampak yang sangat 
merugikan bagi masyarakat. 
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 Ghufron A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 




Dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 sebagaimana dalam bab 
sebelumnya juga disebutkan bahwa Allah telah melarang riba dan 
menghalalkan jual beli, namun para periba pada zaman Rasulullah menolak 
pengharaman riba dan mereka mengatakan seperti yang Allah nyatakan dalam 
Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 tersebut. Adanya keraguan mereka 
tentang riba seperti mereka katakan: "Perdagangan juga mengambil 
keuntungan dan faedah, begitu juga riba mengambil keuntungan dan faedah. 
Tetapi analogi semacam ini sangatlah lemah, sebab tindakan perdagangan 
boleh jadi mendapat untung dan boleh jadi rugi, sedangkan tindakan riba 
selamanya telah menentukan keuntungan. Inilah perbedaan yang hakiki antara 
ketentuan halalnya dagang dan haramnya riba.
3
  
Menurut Muhammad Abduh (w. 1905) dan muridnya, Muhammad 
Rashid Ridha, ketika  menjelaskan bentuk riba yang dilarang pada masa pra-
Islam, mereka menegaskan bahwa riba pada masa pra-Islam dipraktekkan 
dalam bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah 
melewati batas tempo pembayaran, sehingga mengalami penangguhan yang 
menyebabkan meningkatnya pembayaran hutang tersebut.
4
  
Berdasarkan pandangan  Abduh dan Rashid Ridha serta Ibn Qayyim, 
Abd al- Razzaq Sanhuri yang merupakan pakar hukum Islam kebangsaan 
Mesir, menegaskan bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat ganda, 
sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 130 sebagai berikut : 
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 Dalam Abdullah Saeed "Bank Islam dan Bunga", Yogyakarta,Pustaka Pelajar, cet-




يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ال تَْأُكُلوا الرِّبَا َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة َوات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن ﴿ال 
 ﴾۱٣۰عمران 
Artinya: “hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba 
dengan   berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya 




Keterangan ini berdasarkan bukti faktual dalam praktek riba pada masa 
pra-Islam dan juga implikasi yang ditimbulkannya sehingga menurut Sanhuri 
bunga yang tidak berlipat ganda tidaklah dilarang. 
6
     
Muhammad Hatta dalam suatu tulisannya yang berjudul "Islam dan 
Rente" dengan jelas menjelaskan perbedaan antara riba dan rente, menurutnya 
mengapa riba dilarang, yaitu karena dalam perbuatan itu telah menyebabkan 
kesengsaraan orang yang lagi mengalami kesulitan. Riba adalah tambahan atas 
hutang yang dipakai untuk konsumsi. Sedangkan rente atau bunga, adalah 
balas jasa atas pinjaman yang digunakan untuk kepentingan produksi.
7
  
Sementara Quraisy Syihab (tokoh mufassir Indonesia) setelah 
menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba menyimpulkan 
illat keharaman riba menurut dia adalah al-Dzulm (aniaya), sebagai mana 
tersirat dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Menurutnya yang diharamkan 
adalah bunga atau tambahan yang dipungut secara dzulm (penindasan dan 
pemerasan) tidak semua bunga.
 8
 
Demikian halnya, menurut pendapat yang di ungkapkan Imam Akbar 
Syekh Mahmud Syaltut dalam sebuah pendapatnya bahwa "pinjaman 
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berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan"
9
 fatwa ini muncul tatkala beliau 
ditanya tentang kredit yang berbunga dan kredit suatu negara dari negara lain 
atau perseorangan. 
Majelis tarjih Muhammadiyah dalam Muktamarnya di Sidoarjo tahun 
1968 menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara 
kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya termasuk perkara 
mutasyabihat.
10
 Maksudnya adalah bunga bank milik Negara itu masih belum 
diperoleh kejelasan hukumnya dan merupakan tambahan dari pinjaman pokok 
yang diisyaratkan dalam perjanjian kredit meskipun tambahan itu tidak terlalu 
besar. Tapi disisi lain bunga yang relative kecil bukan menjadi keuntungan 
milik perseorangan, melainkan menjadi milik Negara yang akan dipergunakan 
untuk kepentingan orang banyak. 
Sedangkan pendapat NU mengenai bunga dapat dilihat dalam 
keputusan sidang Lajnah Bahtsul Masail. Dari berbagai sidang Lajnah Bahtsul 
Masail, bunga hampir sama dengan gadai. Nahdlatul Ulama' (NU) dalam 
Munas Ulama' di Bandar Lampung pada tahun 1992 menetapkan tiga aspirasi 
yang berkembang dikalangan ulama' mengenai hukum bunga : 
1. Hukumnya haram berdasarkan Qiyas terhadap riba. 
2. Hukumnya halal berdasarkan al-maslahah. 
3. Subhat.11 
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 Jadi jika dilihat dari uraian beberapa pendapat di atas maka pinjaman 
Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, yang 
mana didalamnya terdapat bunga pengembalian sebesar 1,5 % per bulan 
adalah tidak termasuk dalam kategori riba yang dilarang, dengan kriteria 
tingkat bunga yang berlipat ganda karena tempo waktu penangguhan dalam 
pembayaran hutang. 
Jadi jasa atau bunga pinjaman UPK sebesar 1,5 % per bulan adalah 
sebagai sesuatu yang sah dan diperbolehkan menurut hukum, sebagaimana 
yang dijelaskan oleh Abd al-Razzaq Sanhuri bahwa riba tidak dapat dianggap 
sah menurut hukum kecuali dalam keadaan terpaksa (dharuri).
12
 Hal ini tidak 
lepas dari sebuah kaidah fiqhiyyah yang berbunyi : 
ُرْورَاُت تُِبْيُح اْلَمْحُظْورَاتِ       اَلضَّ
Artinya : “Madlarat itu dapat memperbolehkan yang dilarang.”
13
 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, jika kita melihat pada praktek 
hutang-piutang yang ada di UPK yang dalam pengembalian pembayarannya 
terdapat bunga atau jasa 1,5 % per bulan, yang pada dasarnya dalam 
penggunaan bunga tersebut oleh UPK digunakan atau dialokasikan untuk 
penghapusan kredit yang macet, untuk digulirkan bagi kelompok yang lain 
yang belum mendapat dana pinjaman, dan selain itu bunga atau jasa sebesar 
1,5 % tersebut oleh UPK juga digunakan untuk kegiatan sosial yang 
bermanfaat  untuk masyarakat atau nasabah yang tidak lain adalah masyarakat 
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Kecamatan Kaloran itu sendiri. Di samping itu pelaksanaan hutang-piutang 
yang terjadi di UPK tidak terdapat unsur paksaan, dan tambahan yang terdapat 
dalam pengembalian di UPK tidak termasuk tambahan yang tidak ada 
batasnya dan tidak terdapat pula syarat yang memberatkan sebagaimana yang 
di jelaskan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 279, berkenaan dengan surat 
yang menjelasakan tentang batasan riba tersebut Quraisy syihab menjelaskan 
bahwa illat keharaman riba adalah Dzulm (aniaya atau penindasan), dan 
keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dirasa banyak memberikan 
maslahah bagi kelompok peminjam kususnya masyarakat Kecamatan 
Kaloran. Sehingga bunga atau jasa pinjaman sebesar 1,5 % yang ada di Unit 
Pengelola Kegiatan tidak termasuk riba dan boleh menurut hukum.   
B. Analisis Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pelaksanaan Hutang 
piutang di UPK Kec. Kaloran Kab. Temanggung 
Hutang-piutang dalam Islam dikenal dengan Al-Qardh, oleh karena itu 
Islam menggembirakan orang yang mampu agar mau memberikan  
pertolongan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Memberi hutang 
kepada orang yang memang benar-benar memerlukan bernilai Ibadah kepada 
Allah SWT, dan dalam waktu yang sama bernilai kemanusiaan yang tinggi. 
Dengan demikian hutang-piutang sebagaimana yang telah berjalan di Unit 
Pengelola Kegiatan yang dalam pelaksanaannya menggunakan sebuah aturan 
khusus sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yaitu dengan istilah sistem 
Tanggung Renteng. Istilah Tanggung Renteng disini adalah  merupakan 




diterapkan kepada kelompok penghutang, yang mana setiap anggota  
kelompok yang mengajukan pinjaman akan menandatangani surat pernyataan 
Tanggung Renteng yang di dalamnya menyatakan kesanggupan dari tiap-tiap 
anggota kelompok untuk menanggung bersama pinjaman yang diberikan oleh 
UPK, dan apabila dalam pembayaran ada dari salah satu anggota yang 
menunggak dan tidak memiliki jaminan maka setiap anggota kelompok 
diwajibkan untuk membayar sama banyaknya atas sisa kewajiban tersebut. 
Diskursus tentang sah atau tidak dan batal atau tidaknya sebuah akad 
dilihat dari ketentuan hukum Islam, entah itu termasuk haram dan halal dalam 
melakukan transaksi, sedang kaitannya dalam hutang-piutang dengan 
pertanggungan hutang ini terdapat kemungkinan dalam praktek tersebut 
bertentangan dengan hukum syara'.  
Oleh karena itu dalam analisis ini penulis berusaha menganalisa 
praktek pertanggungan dalam hutang-piutang tersebut dengan melihat dari sisi 
rukun dan syarat sahnya pertanggungan hutang yang dalam UPK disebut 
dengan istilah Tanggung Renteng, apakah sudah terpenuhi atau belum semua 
persyaratan yang terdapat di dalamnya .  
Setelah melihat penjabaran diatas tentang Tanggung Renteng maka 
penulis menyimpulkan bahwa sistem Tanggung Renteng yang dipakai Unit 
Pengelola Kegiatan Kec. Kaloran Kab. Temanggung dalam Istilah Fiqih 
disebut dengan Dhaman atau kafalah. 
Madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa dhaman menurut pengertian 




yang tetap dalam tanggungan orang lain. Dan sesuai dengan definisi tersebut 
maka perjanjian menjamin atau dhaman, ada berapa macam yang salah 
satunya yaitu tentang menjamin hutang, maksudnya ialah bahwa orang yang 
menjamin menyanggupi hak yang ada pada orang yang berhutang sehingga 
tanggungannya terkait dengannya, sebagaimana terkaitnya orang yang 
berhutang, yang mana bila salah satunya telah menyerahkan hak maka 




Berdasarkan penjelasan diatas menurut bapak H. Muhammad Najib 
selaku pengasuh Pon. Pes Ridhallah dan tokoh ulama' di kecamatan Kaloran, 
dan H. Kabul Turmudhi selaku MUI tingkat kecamatan bahwa, menurut beliau 
perjanjian Tanggung Renteng yang telah berjalan di Unit Pengelola Kegiatan 
adalah boleh menurut hukum, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan 
bersama dalam kelompok, anggota-anggota kelompok dan UPK, yang tertulis 
dalam surat pernyataan kesanggupan dalam hal menanggung bersama hutang 
secara kolektif.  
Jadi Tanggung Renteng yang diterapkan sebagai aturan dalam 
kelompok peminjam dalam Unit Pengelola Kegiatan menurut beliau 
hukumnya adalah boleh dan sah dilakukan, karena dalam istilah 
penanggungan hutang, yang dalam UPK disebut dengan Tanggung Renteng, 
dan dalam istilah fiqih disebut dengan kafalah tersebut semua persyaratan  
sudah terpenuhi seperti halnya: Pertama, adanya orang atau kelompok yang 
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menjamin jika diantara salah satu anggota ada yang menunggak maka 
tunggakan tersebut akan ditanggung bersama. Kedua, orang yang dijamin, 
karena penanggungan tersebut berada dalam sebuah kelompok maka sudah di 
pastikan bahwa antara anggota  dengan anggota yang lain sudah pada kenal 
satu dengan lainnya. Dan yang ketiga adalah  adanya berkaitan dengan 
Shighat (Ijab dan qabul). Disini Shighat (Ijab qabul) telah terdapat dalam 
surat pernyataan Tanggung Renteng yang mana telah ada kesepakatan oleh 
semua pihak anggota kelompok dan pihak Unit Pengelola Kegiatan. Yang 
keempat obyek penjaminan, dalam hal ini jelas nilainya karena penjaminan 
disini terkait dengan masalah hutang-piutang yang berkaitan dengan harta, 
yang mana sudah dapat difahami oleh semua anggota sebagai kafiil (pihak 
penjamin) dan ashil (pihak orang yang dijamin hutangnya).
15
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A. KESIMPULAN  
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya 
tentang pembahasan masalah yang menjadi kajian penelitian ini, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Jasa atau bunga sebesar 1,5 % yang terdapat dalam transaksi hutang-
piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Kaloran Kabupaten 
Temanggung, adalah tidak termasuk riba dan boleh menurut hukum, 
karena tidak adanya unsur eksploitasi dan pelipat gandaan dengan tempo 
waktu yang ditentukan dalam pembayaran sebagaimana yang dijelaskan 
dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 130. Dalam pelaksanaannya dalam 
pemungutan bunga terdapat unsur dharuri, yang mana jasa atau bunga 
tersebut dialokasikan untuk penghapusan kredit yang macet, untuk 
digulirkan lagi bagi warga yang sudah mengajukan pinjaman yang belum 
mendapatkan pencairan dana pinjaman, dan selain itu juga digunakan 
untuk kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya 
masyarakat kecamatan Kaloran yang tidak lain adalah sebagai nasabah 
UPK. Disamping itu dalam prakteknya pemungutannya pun tidak secara 
dzulm (aniaya dan penindasan). 
2. Dalam perspektif hukum Islam Tanggung Renteng yang diterapkan oleh 
Unit Pengelola Kegiatan dalam istilah fiqih disebut dengan  dhaman atau 
kafalah, yang mana dalam pelaksanaannya telah diperaktekkan oleh Unit 
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Pengelola Kegiatan, menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan Syara' 
karena telah memenuhi syarat dan rukun kafalah sebagaimana yang 
dijelaskan diatas. 
Dengan menggunakan sistem kafalah secara kolektif atau sistim 
Tanggung Renteng yang ada dalam UPK yang diterapkan kepada 
kelompok peminjam (nasabah), menunjukkan realitas yang ada bahwa 
pada dasarnya dengan sistem tersebut, dimaksudkan untuk menghindari 
adanya kemacetan dan memperkuat adanya tanggung jawab bersama 
dalam kelompok peminjam. 
B. SARAN-SARAN 
Beberapa saran yang dapat penulis berikan yang mungkin bisa bermanfaat 
untuk semua golongan baik nasabah maupun lembaga yang dalam hal ini 
adalah Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, 
yang diantaranya sebagai mana berikut: 
1. Bagi Muqridh yang dalam hal ini adalah Unit Pengelola Kegiatan 
Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, dalam pelaksanaan hutang-
piutang hendaknya tidak perlu mengadakan perjanjian yang nantinya akan 
memberatkan salah satu pihak. 
2. Sebagai muqridh harus bisa berlapang dada dan memberikan kelonggaran 
untuk memberi kesempatan kepada muqtaridh yang mengalami kemacetan 
dalam angsuran. 
3. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Kaloran Kabupaten 
Temanggung apabila tidak benar-benar merasa sangat membutuhkan dan 
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bila dikiranya tidak mampu untuk membayar hutang agar tidak 
mengajukan hutang karena nantinya akan membawa kesusahan. 
C. PENUTUP 
Alhamdulillah dengan ridlo dan pertolongan Allah penulis 
mengucapkan Syukur kehadirat-Nya, karena dengan rahmat, hidayah serta 
Inayah-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik. 
Dengan keterbatasan kemampuan dan keilmuan yang ada, penulis 
menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih 
membutuhkan saran dan kritik dari berbagai pihak. 
Sebagai kata penutup penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
menambah khasanah kemuliaan di bidang syari'ah dan memberikan kontribusi 
serta manfaat bagi kita semua Amiin. 
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